
 

 

  

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM 

MENJATUHKAN PIDANA KEPADA PELAKU  

TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL  

TERHADAP ANAK 

(Studi Putusan Nomor: 136/Pid.Sus/2024/PN Kot) 

 

(Skripsi) 

Oleh 

NABILA AZZAHRA 

NPM 2212011262 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2026 

  



 

 

 

 

ABSTRAK 

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM 

MENJATUHKAN PIDANA KEPADA PELAKU TINDAK  

PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK  

(Studi Putusan Nomor: 136/Pid.Sus/2024/PN Kot) 

 

Oleh 

 

Nabila Azzahra 

 

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan tindak pidana yang menimbulkan 

dampak serius, baik secara fisik maupun psikologis bagi korban. Dalam penjatuhan 

pidana, hakim memiliki peranan penting untuk mewujudkan keadilan, kepastian 

hukum, dan kemanfaatan hukum. isu hukum dalam penelitian ini adalah dasar 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana 

kekerasan seksual terhadap anak serta apakah putusan yang dijatuhkan telah 

memenuhi rasa keadilan substantif bagi korban. Pada Putusan Nomor: 

136/Pid.Sus/2024/PN Kot, terdakwa dituntut pidana 12 tahun penjara, namun 

hakim menjatuhkan pidana selama 8 tahun tanpa tambahan restitusi kepada korban, 

sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai terpenuhinya rasa keadilan bagi 

korban anak. 

 

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis 

empiris. Data yang digunakan terdiri dari data sekunder berupa peraturan 

perundang-undangan, literatur hukum, dan Putusan Nomor: 136/Pid.Sus/2024/PN 

Kot, serta data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan hakim, jaksa, dan 

akademisi hukum pidana. Data dianalisis secara kualitatif untuk mengetahui 

kesesuaian pertimbangan hakim dengan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan pidana didasarkan pada aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Aspek 

yuridis terlihat dari terpenuhinya unsur tindak pidana berdasarkan alat bukti yang 

sah sesuai ketentuan KUHAP dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Aspek 

sosiologis mempertimbangkan dampak yang dialami korban serta kondisi sosial 

pelaku. Aspek filosofis menitikberatkan pada tujuan pemidanaan sebagai sarana 

pembinaan dan pencegahan agar tindak pidana serupa tidak terulang kembali. 

Namun, putusan pidana 8 tahun penjara dinilai belum sepenuhnya memenuhi rasa 

keadilan substantif bagi korban karena belum mempertimbangkan pemulihan  
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korban secara optimal, khususnya terkait pemberian restitusi sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. 

 

Saran dalam penelitian ini yaitu hakim hendaknya lebih mempertimbangkan 

kepentingan terbaik bagi anak korban dalam menjatuhkan putusan, tidak hanya 

berorientasi pada pelaku tetapi juga pada pemulihan korban. Selain itu, aparat 

penegak hukum perlu mengoptimalkan penerapan restitusi bagi korban kekerasan 

seksual terhadap anak guna mewujudkan perlindungan hukum dan keadilan 

substantif secara menyeluruh. 

 

Kata Kunci: Dasar Pertimbangan Hakim, Pidana, Pelaku Kekerasan Seksual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

ABSTRACT 

 

BASIC ANALYSIS OF THE JUDGE'S CONSIDERATION  

IN SENTENCING THE PERPETRATORS OF SEXUAL  

VIOLENCE AGAINST CHILDREN  

(Study Verdict Number: 136 / Pid.Sus / 2024 / PN Kot) 

 

By 

 

Nabila Azzahra 

 

Sexual violence against children is a criminal offense that causes serious 

repercussions, both physically and psychologically for the victim. In criminal 

prosecution, the judge has an important role to realize justice, legal certainty, and 

legal expediency. Legal issues in this study is the basis of consideration of the judge 

in imposing a criminal offense against perpetrators of sexual violence against 

children and whether the verdict has met the sense of substantive justice for the 

victim. On The Verdict Number: 136 / Pid.Sus / 2024 / PN Kot, the defendant was 

charged with 12 years in prison, but the judge sentenced him to 8 years without 

additional restitution to the victim, raising questions about the fulfillment of a sense 

of justice for child victims. 

 

The research method used is juridical normative and juridical empirical approach. 

The Data used consisted of secondary data in the form of legislation, legal literature, 

and Decision number: 136/Pid.Sus / 2024 / PN Kot, as well as primary data obtained 

through interviews with judges, prosecutors, and criminal law academics. The Data 

were analyzed qualitatively to determine the suitability of the judge's consideration 

with juridical, philosophical, and sociological aspects. 

 

 The results showed that the basic consideration of judges in imposing criminal 

based on juridical, sociological, and philosophical aspects. The juridical aspect can 

be seen from the fulfillment of criminal elements based on valid evidence in 

accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code and the Child 

Protection Act. The sociological aspect considers the impact experienced by the 

victim as well as the social conditions of the perpetrator. The philosophical aspect 

focuses on the purpose of punishment as a means of guidance and Prevention so 

that similar crimes do not recur. However, the 8-year prison sentence is considered 

not to fully meet the sense of substantive justice for the victim because it has not
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considered optimal victim recovery, especially regarding the provision of 

restitution as stipulated in the Sexual Violence Crime Law. 

 

The suggestion in this research is that the judge should consider the best interests 

of the victim's child in making a decision, not only oriented to the perpetrator but 

also to the recovery of the victim. In addition, law enforcement officers need to 

optimize the application of restitution for victims of sexual violence against 

children in order to realize legal protection and substantive justice as a whole. 

 

Keywords: Basic Consideration Of Judges, Criminal, Perpetrators Of Sexual 

Violence. 
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MOTTO  

  

“Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk 

urusan yang lain.”  

(Q.S. Al-Insyirah: 7)  

  

  

“Kesuksesan bukan hanya tentang siapa yang paling cepat mencapai tujuan, tetapi 

tentang siapa yang mampu bertahan, belajar dari kegagalan, dan tetap berjuang 

dalam setiap proses kehidupan.”  

(Najwa Shihab)  

  

  

“Menjadi orang jujur lebih penting daripada menjadi orang penting.”  
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PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara yang menjadikan hukum sebagai landasan utama 

dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini ditegaskan 

dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." 

Ketentuan ini menunjukkan bahwa seluruh aspek kehidupan di Indonesia harus 

dijalankan berdasarkan aturan hukum, sehingga hukum memiliki peran penting 

dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.1 

Hakim merupakan salah satu aparat penegak hukum yang bertugas memutus 

perkara yang diajukan ke pengadilan. Dalam Pasal 1 Ayat (8) Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan hakim adalah pejabat 

peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang- undang untuk mengadili. 

Kewenangan kehakiman adalah bagian dari kewenangan negara yang bersifat 

independen dan tidak memihak, yang memiliki peran dalam menyelenggarakan 

peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Penyelenggaraan peradilan ini 

dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama sebagai dasar negara, 

yang menekankan pentingnya keadilan yang berakar pada keyakinan kepada Tuhan 

Yang Maha Esa. (Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.) Pertimbangan hakim merupakan 

faktor penting dalam mewujudkan putusan yang mencerminkan nilai keadilan 

kepastian hukum indicator hakim dalam memutuskan pidana terhadap pelaku 

kekerasan seksual terhadap anak harus dipertimbangkan yang teliti, cermat, dan.2

 
1 Rahayu Sri, Analisis yuridis perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak 

pidana pelecehan seksual, Jurnal Kritis Studi Hukum. Vol.9, No.9, (2024), hlm 21-30 
2 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar cetakan V, (2004), hlm. 140 



2 

 

 

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hakim menilai terpenuhinya unsur 

tindak pidana, tingkat kesalahan pelaku, serta dampak yang dialami korban, baik 

secara fisik maupun psikologis. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan keadaan 

yang memberatkan dan meringankan, termasuk hubungan antara pelaku dan korban 

serta adanya penyalahgunaan kekuasaan. Putusan yang dijatuhkan harus 

proporsional, tidak hanya memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga 

menjamin perlindungan dan keadilan bagi anak sebagai korban. 

Pemidanaan merupakan suatu mekanisme pemberian sanksi kepada individu yang 

melanggar aturan sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku. 

Hukuman pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan pada dasarnya 

mengandung unsur penderitaan yang harus dijalani. Namun demikian, sanksi 

tersebut tidak semata-mata bertujuan menimbulkan penderitaan, melainkan juga 

untuk memberikan efek jera bagi pelaku. Melalui proses pemidanaan yang 

dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan dengan penjatuhan hukuman yang 

proporsional, diharapkan dapat menekan tingkat kejahatan serta mendorong 

masyarakat untuk menaati norma hukum, sehingga tercipta ketertiban dan 

ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan tujuan hukum 

pidana.3 

Kekerasan seksual telah lama menjadi topik yang sering dibicarakan di masyarakat 

Indonesia. Istilah pelecehan seksual pun sudah tidak lagi terdengar asing, karena 

hampir setiap tahun kasus kekerasan seksual terus menerus bermunculan. 

Kekerasan seksual merupakan tindakan yang berhubungan dengan perilaku seksual 

yang dilakukan tanpa persetujuan baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Yang biasa dilakukan dengan cara memaksa dan menyakiti baik secara lisan 

maupun tindakan. Hal ini meliputi tindakan seseorang untuk melakukan pemaksaan 

dalam berhubungan seksual. Kondisi ini biasanya dapat ditimbulkan dampak 

berkelanjutan bagi masa depan. Kekerasan seksual dapat terjadi di berbagai tempat, 

 
3 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 15. 
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termasuk di lingkungan kerja maupun di ruang-ruang publik, bahkan kekerasan 

seksual bisa saja terjadi di lingkungan Pendidikan.4 

Adapun jenis-jenis kekerasan seksual menurut Undang-Undang Tindak Pidana 

Kekerasan Seksual (UU TPKS) meliputi berbagai bentuk tindakan yang melanggar 

hak atas tubuh dan martabat seseorang. Jenis-jenis tersebut antara lain pelecehan 

seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan 

sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, 

perbudakan seksual, kekerasan seksual berbasis elektronik, pemerkosaan, 

perbuatan cabul, serta persetubuhan terhadap anak. Masing-masing bentuk 

kekerasan tersebut memiliki karakteristik dan dampak yang berbeda, namun 

semuanya merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang harus 

ditangani secara tegas dan menyeluruh. 

Belakangan ini marak terjadi kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur, 

dampaknya terbagi menjadi dua yaitu dampak jangka pendek dan dampak jangka 

panjang, Dampak jangka pendek bisanya terjadi beberapa hari setelah mengalami 

kekerasan seksual, baik secara fisik maupun psikologis. Secara fisik, mereka bisa 

mengalami luka pada tubuh akibat perlawanan atau tindak kekerasan, serta 

gangguan pada organ reproduksi seperti infeksi atau kerusakan pada selaput darah. 

Dari sisi psikologis, korban sangat mudah merasa marah, kesal, malu, terhina, 

bahkan menyalahkan diri sendiri. Mereka juga bisa mengalami gangguan tidur serta 

kehilangan selera makan.5 

Terdapat dua faktor utama yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan seksual, 

yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri 

individu, terutama pelaku kekerasan, yang dapat dilihat melalui beberapa aspek. 

Pertama, dari sisi kejiwaan atau psikologis, seseorang yang memiliki kondisi 

psikologis tidak stabil atau mengalami gangguan mental cenderung memiliki 

dorongan untuk melakukan tindakan kriminal, termasuk kekerasan seksual. Kedua, 

 
4 Handayani, Meni, Pencegahan kasus kekerasan seksual pada anak melalui komunikasi antara 

pribadi orang tua dan anak. Jurnal Ilmiah Visi, Vol.12, No.1, (2017), hlm 67-80 
5 Kurnia.I.P.S, Lisnawati.N.F, Veryudha.E.P.Kekerasan Seksual. Bandung:Media Sains Indonesia, 

(2022), hlm 13 
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dari faktor biologis, setiap manusia memiliki kebutuhan biologis seperti kebutuhan 

seksual yang, jika tidak dikendalikan dengan baik, dapat menjadi pemicu perilaku 

menyimpang. 

Ketiga, faktor moral memegang peranan penting dalam diri seseorang untuk 

menahan dorongan melakukan tindakan menyimpang seperti pemerkosaan. 

Kurangnya moralitas dapat menjadi celah bagi perilaku kekerasan seksual. 

Keempat, faktor trauma dan dendam masa lalu juga turut mempengaruhi, di mana 

seseorang yang pernah menjadi korban kekerasan seksual dapat terdorong untuk 

melakukan tindak pidana serupa sebagai bentuk pelampiasan atau balas dendam 

atas pengalaman traumatis di masa lalu. 

Sementara itu, faktor eksternal terlihat dari pengaruh lingkungan di luar diri pelaku. 

Salah satu faktor eksternal adalah media massa, yang sering kali menyampaikan 

informasi tentang kehidupan seksual dengan unsur dramatisasi. Banyak 

pemberitaan menggambarkan kepuasan pelaku kekerasan seksual, yang tanpa 

disadari dapat merangsang pembaca yang memiliki niat buruk untuk meniru 

tindakan tersebut. Selain itu, faktor ekonomi juga berperan besar. 

Kesulitan ekonomi dapat membuat seseorang sulit mengakses pendidikan yang 

layak, dan pada akhirnya memperoleh pekerjaan yang kurang layak pula. Keadaan 

ini sering kali memicu peningkatan angka kriminalitas, termasuk kekerasan seksual. 

Terakhir, faktor sosial budaya turut memperparah kondisi korban. Kekerasan 

seksual kerap membuat korban merasa bersalah, malu, dan memiliki gambaran diri 

yang buruk. Perasaan ini timbul akibat ketidakberdayaan yang dirasakan korban, 

yang pada akhirnya memperkuat stigma dan menyulitkan proses pemulihan 

mereka.6 

Anak dibawah umur khususnya di Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan 

perlindungan yang layak, sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. 

Dalam UU No. 23 Tahun 2002 pasal 4 mengenai Perlindungan Anak, yaitu setiap 

anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara 

 
6 Lewoleba, K. K., dan Fahrozi, M.  H, Studi faktor-faktor terjadinya  tindak  kekerasan seksual pada  

anak-anak. Jurnal Esensi Hukum, Vol 2, No 1, (2020), hlm  27-48 
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wajar sesuai dengan dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi.7 

Anak merupakan masa depan bangsa, merekalah yang akan meneruskan 

keberadaan dan kemajuan bangsa di masa mendatang. Oleh karena itu, mereka 

merupakan aset yang sangat berharga dan perlu mendapatkan perhatian khusus agar 

tumbuh dan berkembang secara optimal menuju kedewasaan yang bermartabat. 

Karena belum memiliki kecakapan hukum, anak-anak belum dapat bertanggung 

jawab secara hukum atas tindakan mereka. Maka dari itu, orang tua atau wali yang 

telah cakap hukum bertanggung jawab untuk menjaga, membimbing, dan 

melindungi anak-anak dalam proses tumbuh kembang mereka.8 Menurut Undang-

Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dinyatakan bahwa anak 

adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun, termasuk anak yang masih di dalam 

kandungan.9 

Kekerasan seksual pada anak di bawah umur diatur dalam diatur dalam dakwaan 

alternatif kesatu Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang 

Perlindungan Anak, yang berbunyi: 

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan 

memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” 

Salah satu contoh kasus kekerasan seksual dengan korban anak, sebagaimana 

terjadi di Pengadilan Negeri Kota Agung. Pelaku atas inisial T, umur 23 melakukan 

kekerasan seksual terhadap korban anak inisial A, umur 16 tahun dengan kekerasan

 
7 Dan O'Donnell, Perlindungan Anak: Buku Panduan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 

Unicef in collaboration with the Inter Parliamentary Union, (2006), hlm 4. 
8 Cik, M., Anis,R.,Wijayono, H.S.,Analisis yuridis tentang definisi anak dalam hukum positif di 

Indonesia. Jurnal  Legalitas Sekolah Tinggu Ilmu Hukum Pertiba Pangkal Pinang. Vol.2, No.2, 

(2024), hlm 15-33. 
9 Fransiska. N. E., Isimail. Z., Ahmad.  Hukum Pelindungan Anak dan Perempuan. Kota Malang: 

Madza Media, (2021), hlm.24 
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 seksual secara fisik. Atas perbuatan tersebut, tersangka di dakwa dengan  Pasal 76 

D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo 

Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak. Dalam perkara 

tersebut jaksa penuntut umum menuntut dengan ancaman pidana 12 tahun, akan 

tetapi di tingkat pengadilan hakim menjatuhkan kepada terdakwa pidana 8 tahun. 

Melihat putusan tersebut,  menurut penulis putusan 8 tahun yang diberikan tersebut 

dirasa kurang efektif dan memenuhi rasa keadilan terhadap korban. Mengingat 

korban adalah anak dibawah umur dimana masa depan korban masih panjang, anak 

mengalami trauma secara psikologis dan mengurangi rasa percaya terhadap orang 

lain. Serta alasan mengapa hakim tidak memberikan tambahan berupa restitusi 

terhadap pelaku, mengingat restitusi saat ini merupakan suatu kewajiban bagi 

pelaku kekerasan seksual dimana sudah tertulis didalam UU Tindak Pidana 

Kekerasan Seksual. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis 

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Pelaku Tindak 

Pidana Kekerasan Seksual Dengan Korban Anak di Bawah Umur” dengan merujuk 

pada studi Putusan (Nomor:136/Pid.Sus/2024/PN Kot). 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diuraikan masalah penelitian 

yaitu: 

a. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku 

tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak Putusan Nomor:  

136/Pid.Sus/2024/PN Kot? 

b. Apakah putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana 

kekerasan seksusal terhadap anak sudah memenuhi rasa keadilan subtantif.
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2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup substansi skripsi ini adalah hukum pidana formil khususnya 

mengenai Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhan pidana kepada 

pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Ruang lingkup lokasi 

penelitian ini bertempatan di provinsi Lampung, dengan waktu penelitian Tahun 

2026. 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam 

mengadili perkara Nomor136/Pid.Sus/2024/PN Kot. 

b. Untuk mengetahui putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana kekerasan 

seksusal terhadap anak sudah memenuhi rasa keadilan subtantif. 

2. Kegunaan Penelitan 

Adapun kegunaan penelitian sebagai berikut: 

a. Secara Teoritis 

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat karena memberikan analisis 

mengenai keputusan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tidak 

pidana kekerasan seksual dengan korban anak di bawah umur serta diharapkan 

menambahkan pengetahuan mengenai hukum pidana. 

b. Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai peningkatan kemampuan penulis 

dalam mengetahui perkembangan hukum. Terutama dalam dasar hukum 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana 

kekerasan seksual dengan korban anak dibawah umur. Serta memberikan masukan 

bagi aparat penegak hukum, untuk mempertimbangkan dari aspek keadilan dan 

perlindungan korban anak dalam menjatuhkan putusan. 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Kerangka Teoritis 

Kerangka Teoritis adalah acuan dasar yang digunakan sebagai pendoman yang 

relevan pada proses penelitian ilmiah, dalam konteks ini penelitian hukum.
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a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan 

Teori ini menggambarkan bagaimana hakim membentuk suatu putusan dengan 

mempertimbangkan berbagai aspek baik internal maupun eksternal. Dalam proses 

tersebut, hakim harus menilai aspek yuridis (aturan hukum yang berlaku), aspek 

sosiologis (pengaruh putusan terhadap masyarakat), serta aspek moral atau etika. 

Inti dari teori ini adalah pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum, 

kemanfaatan, dan keadilan dalam setiap putusan. 

Menurut Ahmad Rifai, putusan hakim idealnya memuat pertimbangan yang bersifat 

yuridis, filosofis, dan sosiologis. Dengan demikian, keadilan yang hendak dicapai, 

diwìujìudkan, dan dipìertanggìungjawabkan dalam pìutìusan tìersìebìut mìerìupakan 

pìerpadìuan antara kìeadilan hìukìum (lìegal jìusticìe), kìeadilan moral (moral jìusticìe), 

dan kìeadilan sosial (social jìusticìe).10 

1) Aspìek Yìuridis mìerìupakan aspìek yang pìertama dan ìutama dìengan bìerpatokan 

kìepada ìundang-ìundang yang bìerlakìu. Hakim sìecara yìuridis, harìus mìencari dan 

mìemahami ìundang-ìundang yang bìerkaitan dìengan pìerkara yang sìedang 

dihadapi dan tidak bolìeh mìenjatìuhkan pidana tìersìebìut kìecìuali apabila dìengan 

sìekìurang-kìurangnya dìua alat bìukti yang sah. Hakim jìuga dapat mìenilai apakah 

ìundang-ìundang tìersìebìut adil dan mìembìerikan kìepastian hìukìum jika ditìegakkan 

sìebab salah satìu tìujìuan hìukìum itìu ìunsìurnya adalah mìenciptakan kìeadilan. 

2) Aspìek filosofis dalam pìemidanaan mìenìekankan bahwa tìujìuan ìutama 

pìenjatìuhan pidana bìukan sìemata-mata ìuntìuk mìembìerikan pìendìeritaan kìepada 

tìerdakwa, mìelainkan ìuntìuk mìembina dan mìempìerbaiki pìerilakìu agar mìenjadi 

lìebih baik, tidak mìengìulangi pìerbìuatannya, sìerta mìencìerminkan nilai kìebìenaran 

dan kìeadilan. Dalam kontìeks ini, hakim mìemiliki sìejìumlah indikator dalam 

mìempìertimbangkan pìutìusan, antara lain mìempìerhatikan kìemìungkinan 

pìerbaikan diri tìerdakwa (rìesosialisasi), mìenilai tingkat kìesadaran dan 

pìenyìesalan tìerdakwa atas pìerbìuatannya, mìempìertimbangkan latar bìelakang 

sìerta kondisi pribadi tìerdakwa, sìerta mìenilai dampak pìerbìuatan tìerhadap korban 

dan masyarakat. Sìelain itìu, hakim jìuga mìempìertimbangkan kìesìeimbangan 

antara kìepìentingan pìerlindìungan masyarakat dan pìemìulihan pìelakìu, sìehingga 

 
10 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta:Sinar 

Grafika, , (2018), hlm. 126 
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3) pìutìusan yang dijatìuhkan tidak hanya bìeroriìentasi pada pìembalasan, tìetapi jìuga 

mìengìedìepankan nilai kìemanìusiaan, moralitas, dan kìeadilan sìubstantif. 

4) Aspìek Sosiologis bìerarti mìempìertimbangkan nilai bìudaya yang hidìup dan 

bìerkìembang dalam masyarakat. Baik aspìek filosofis maìupìun sosiologis 

mìembìutìuhkan pìengalaman, wawasan yang lìuas, sìerta kìebijaksanaan hakim 

ìuntìuk dapat mìenyìesìuaikan pìutìusan dìengan nilai-nilai sosial yang sìering kali 

lìupìut dari pìerhatian. Pìenìerapan kìedìua aspìek ini tidak mìudah karìena tidak sìelalìu 

sìejalan dìengan asas lìegalitas dan tidak tìerikat sìecara langsìung pada sistìem 

hìukìum. Namìun, kìetiga ìunsìur tìersìebìut tìetap dicantìumkan agar pìutìusan yang 

dijatìuhkan dapat dinilai adil sìerta dapat ditìerima olìeh masyarakat.11 

b. Tìeori Kìeadilan Sìubtantif 

Mìenìurìut John Rawls, kìeadilan pada dasarnya adalah prinsip yang lahir dari 

kìebijakan rasional, yang bìertìujìuan ìuntìuk mìenciptakan kìesìejahtìeraan bìersama bagi 

sìelìurìuh anggota masyarakat. Untìuk mìewìujìudkan kìeadilan ini, masìuk akal jika 

sìetiap individìu bìerìusaha mìemìenìuhi kìeinginannya bìerdasarkan prinsip kìegìunaan, 

yaitìu dìengan cara yang mampìu mìeningkatkan manfaat ataìu kìeìuntìungan sìecara 

mìenyìelìurìuh bagi masyarakat. Dìengan kata lain, kìeadilan dicapai kìetika tindakan-

tindakan yang diambil mìembìerikan kìepìuasan dan kìeìuntìungan yang sìebìesar-

bìesarnya bagi sìemìua orang dalam sìuatìu kìelompok sosial.12  

1) Kìeadilan lìegal 

Kìeadilan lìegal mìerìupakan prinsip pìerlakìuan yang sama bagi sìetiap orang sìesìuai 

dìengan hìukìum yang bìerlakìu. Artinya, sìelìurìuh individìu harìus mìendapatkan 

pìerlindìungan hìukìum yang sìetara sìerta tìundìuk pada atìuran tanpa adanya 

diskriminasi. Kìeadilan ini bìerkaitan dìengan hìubìungan antara individìu ataìu 

kìelompok masyarakat dìengan nìegara.  

2) Kìeadilan Sìubtansif  

Kìeadilan sìubstantif diartikan sìebagai kìeadilan yang dibìerikan bìerdasarkan 

hìukìum matìeriil dìengan mìengìutamakan sìubstansi daripada aspìek prosìedìural, 

sìelama kìesalahan prosìedìural tìersìebìut tidak mìemìengarìuhi hak-hak pokok para 

pihak. Dìengan dìemikian, sìesìuatìu yang sìecara formal bìenar bìelìum tìentìu adil 

 
11 Ibid. hlm. 74-126. 
12 Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik), Depok: 

Rajawali Pers, (2018), hlm 105 
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sìecara matìeriil. Namìun, kìeadilan sìubstantif tidak bìerarti hakim dapat 

mìengabaikan ìundang-ìundang, mìelainkan hakim ditìuntìut bìerani mìengambil 

kìepìutìusan yang bìeroriìentasi pada kìeadilan yang sìesìunggìuhnya. Mìeskipìun 

dìemikian, pìenìerapan kìeadilan sìubstantif sìering sìulit diwìujìudkan karìena 

pìeradilan pada ìumìumnya cìendìerìung mìenitikbìeratkan pada kìeadilan formal.13 

3) Kìeadilan komìutatif  

Kìeadilan komìutatif adalah kìeadilan yang mìengatìur hìubìungan yang sìetara dan 

adil antara individìu yang satìu dìengan individìu lainnya, ataìu antar sìesama warga 

nìegara. Kìeadilan ini mìenìekankan hìubìungan horizontal, yaitìu rìelasi antarwarga 

dalam kìehidìupan bìermasyarakat.  

 

2. Konsìeptìual 

Kìerangka konsìeptìual mìerìupakan landasan dasar pìenìulisan yang mìencakìup istilah, 

dìefinisi, sìerta konsìep yang digìunakan dalam sìuatìu pìenìelitian. Untìuk mìempìermìudah 

pìemahaman, bìerikìut ini mìerìupakan pìenjìelasan sìerta batasan istilah yang bìerkaitan 

dìengan jìudìul ini: 

a. Analisis mìerìupakan pìenyìelidikan tìerhadap sìuatìu pìeristiwa (karangan ataìu 

pìerbìuatan) ìuntìuk mìengìetahìui kìeadaan yang sìebìenarnya (sìebab-mìusabab ataìu 

dìudìuk pìerkaranya).14 

b. Dasar pìertimbangan hìukìum hakim mìerìupakan landasan yang digìunakan olìeh 

hakim dalam mìenganalisis dan mìenilai sìuatìu pìerkara sìebìelìum mìenjatìuhkan pìutìusan 

mìelalìui prosìes pìersidangan.15 

c. Pìelakìu tindak pidana mìenìurìut doktrin adalah sìetiap orang yang mìelakìukan 

sìelìurìuh ìunsìur dari sìuatìu tindak pidana, sìebagaimana ìunsìur-ìunsìur tìersìebìut tìelah 

dirìumìuskan dalam ìundang-ìundang mìenìurìut KUHP.16

 
13 Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum, Cahaya Atma Pustaka, Jakarta, 2012, hlm. 105-106. 
14 Ebta Setiawan, Arti Kata Analisis. Kbbi.web: Analisi. https://kbbi.web.id/analisis, diakses pada 

tanggal 18 juli 2025, pukul 16:40. 
15 C.S.T.Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta 1989, 

hlm.6 
16 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, Alumni, 1996, hlm 115 
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d. Tindak pidana Mìenìurìut Van Hamìel, ialah “kìelakìuan orang yang dirìumìuskan 

dalam wìet (ìundang-ìundang-pìen.), yang bìersifat mìelawan hìukìum, yang patìut 

dipidana dan dilakìukan dìengan kìesalahan”.17 

ìe. Kìekìerasan sìeksìual mìerìupakan sìuatìu tindakan yang tìermasìuk dalam pìerilakìu dan 

hìubìungan yang tidak sìemìestinya, yang dapat mìenimbìulkan dampak sìeriìus bagi 

korban. Korban kìekìerasan sìeksìual jìuga bìerpotìensi mìengalami dampak jangka 

panjang yang bìersifat pìermanìen, sìehingga mìemìengarìuhi kondisi fisik maìupìun 

mìentalnya.18 

f. Anak, Mìenìurìut Undang-Undang Nomor 35 Tahìun 2014 tìentang Pìerìubahan atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahìun 2002 tìentang Pìerlindìungan Anak. Mìerìupakan 

sìesìeorang yang bìelìum bìerìusia 18 (dìelapan bìelas) tahìun, tìermasìuk anak yang masih 

dalam kandìungan. 

E. Sistìematika Pìenìulisan 

Sistìematika pìenìulisan skripsi ini ditìujìukan ìuntìuk dapat mìembìerikan gambaran yang 

lìebih jìelas, komprìehìensif dan mìenyìelìurìuh mìengìenai bahasan dalam pìenìulisan yang 

akan disìusìun. Untìuk mìemìudahkan mìemahami skripsi ini dipandang pìerlìu 

dikìemìukakan sistìematika pìenìulisan skripsi kìe dalam lima bab, yaitìu: 

I. Pìendahìulìuan 

Bab ini mìembahas mìengìenai latar bìelakang pìermasalahan yang mìelandasi 

pìenìelitian, kìemìudian mìerìumìuskan isìu-isìu ìutama yang mìenjadi fokìus kajian. Sìelain 

itìu, bab ini jìuga mìembìerikan batasan rìuang lingkìup pìembahasan, mìenjìelaskan 

tìujìuan dan kìegìunaan dari pìenìelitian, kìerangka tìeoritis dan konsìeptìual yang 

digìunakan, sìerta sistìematika pìenìulisan sìebagai pandìuan kìesìelìurìuhan isi skripsi. 

II. Tinjaìuan Pìustaka 

Bab ini mìengìuraikan tìentang kìerangka tìeori-tìeori yang mìelipìuti pìertanggìung 

jawaban hakim, tindak pidana ringan, kìekìerasan sìeksìual, korban anak, anak 

dibawah ìumìur. Mìengìenai analisis dasar pìertimbangan hakim dalam mìenjatìuhkan 

 
17 Diah Gustiniati dan Budi Rizki H., Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, Bandar Lampung,  

Puska Media, 2018, hlm. 74 
18 Abdul Wahid dan M. Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas  

Asasi Perempuan, (Bandung: Refika Aditama, 2001), hlm. 29. 
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tindak pidana ringan kìepada pìelakìu tindak pidana kìekìerasan sìeksìual dìengan korban 

anak dibawah ìumìur. 

III. Mìetodìe Pìenìelitian 

Bab ini mìenjìelaskan mìengìenai mìetodìe yang digìunakan dalam pìenyìusìunan 

pìenìulisan ini sìepìerti pìendìekatan masalah, sìumbìer dan jìenis data, pìenìentìuan 

narasìumbìer, mìetodìe pìengìumpìulan dan pìengìelolahan data sìerta analisis data. 

Mìengìenai analisis dasar pìertimbangan hakim dalam mìenjatìuhkan tindak pidana 

ringan kìepada pìelakìu tindak pidana kìekìerasan sìeksìual dìengan korban anak dibawah 

ìumìur. 

IV. Hasil Pìenìelitian dan Pìembahasan 

Bab ini mìenjìelaskan mìengìenai pìembahasan dari hasil pìenìelitian yang mìembìerikan 

jawaban tìentang analisis dasar pìertimbangan hakim dalam mìenjatìuhkan tindak 

pidana ringan kìepada pìelakìu tindak pidana kìekìerasan sìeksìual dìengan korban anak 

dibawah ìumìur dan bagaimanakah pìutìusan tìersìebìut dapat mìembìerikan kìeadilan 

sìerta pìemìulihan bagi masa dìepan korban kìekìerasan sìeksìual tìerhadap anak di bawah 

ìumìur. 

V. Pìenìutìup 

Bab ini bìerisi tìentang simpìulan dari hasil pìenìelitian sìerta mìemìuat saran mìengìenai 

analisis dasar pìertimbangan hakim dalam mìenjatìuhkan tindak pidana ringan kìepada 

pìelakìu tindak pidana kìekìerasan sìeksìual dìengan korban anak dibawah ìumìur 

 



 

 

 

II.TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjaìuan Umìum Dasar Pìertimbangan Hakim 

 

1. Pìengìertian dan Rìuang Lingkìup 

Hìukìum pidana mìerìupakan bagian dari sistìem hìukìum yang bìerlakìu di bìerbagai 

nìegara, yang bìerfìungsi mìengatìur pìerbìuatan apa saja yang dipìerbolìehkan dan yang 

dilarang, sìerta mìenìetapkan ancaman sanksi pidana bagi sìetiap pìelanggaran, baik 

yang dilakìukan olìeh individìu maìupìun olìeh korporasi. Sìemìentara itìu, hìukìum acara 

pidana adalah hìukìum pidana formal yang bìerpìeran mìenjalankan kìetìentìuan-

kìetìentìuan dalam hìukìum pidana matìeril. Hìukìum acara pidana mìengatìur sìelìurìuh 

prosìes sìerta tata cara pìenanganan sìesìeorang yang didìuga mìelanggar hìukìum pidana, 

tìermasìuk mìekanismìe pìelaksanaan hak dan kìewìenangan ìuntìuk mìenjatìuhkan pidana. 

Prosìes dalam hìukìum acara pidana dimìulai dari tahap pìenyìelidikan, pìenyidikan, 

pìenìuntìutan, hingga pìutìusan akhir di pìengadilan. Dalam hal ini, yang bìerwìenang 

mìelakìukan pìenyidikan adalah Kìepolisian Nìegara Rìepìublik Indonìesia (POLRI) dan 

Pìenyidik Pìegawai Nìegìeri Sipil (PPNS). Sìetìelah pìenyidikan sìelìesai, pìerkara 

dilimpahkan kìe tahap pìenìuntìutan olìeh Kìejaksaan Rìepìublik Indonìesia, dan akhirnya 

dipìeriksa sìerta dipìutìus olìeh hakim di pìengadilan19 

2. Pìeran dan Makna Pìutìusan Dalam Pidana 

Pìutìusan hakim ataìu pìutìusan pìengadilan mìemìegang pìeran pìenting dalam 

mìenyìelìesaikan pìerkara pidana. Bagi tìerdakwa, pìutìusan tìersìebìut mìembìerikan 

kìepastian hìukìum mìengìenai statìus hìukìum dirinya, sìehingga ia dapat mìenìentìukan 

langkah sìelanjìutnya, apakah mìenìerima pìutìusan itìu ataìu mìenìempìuh ìupaya hìukìum 

lain sìepìerti banding, kasasi, ataìu bahkan mìengajìukan grasi.disisi lain dari sìudìut 

 
19Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Jakarta: Sinar Grafika Offset, (2008), hlm 89. 
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pandang hakim yang mìenangani pìerkara pìutìusan mìerìupakan cìerminan tìertinggi 

dari kìeadilan kìebìenaran sìejati dari pìerlindìungan Hak Asasi Manìusia. Pìutìusan jìuga 

mìenìunjìukkan sìejaìuh mana pìengìuasaan hakim tìerhadap hìukìum dan fakta pìerkara 

sìecara mìendalam dan obyìektif, sìekaligìus mìencìerminkan intìegritas, ìetika, dan 

moralitas pribadi hakim tìersìebìut.20 

3. Lìegalitas, Tìujìuan dan Hakikat Pìutìusan Pìengadilan 

Mìenìurìut Pasal 195 KUHAP, sìuatìu pìutìusan Pìengadilan dianggap sah dan mìemiliki 

kìekìuatan hìukìum hanya jika dibacakan dalam sidang t ìerbìuka ìuntìuk ìumìum. 

Pìembacaan pìutìusan olìeh hakim bìukan sìekadar formalitas, mìelainkan wìujìud 

pìertanggìung jawaban moral dan profìesional hakim, baik kìepada Tìuhan Yang Maha 

Esa, para pìencari kìeadilan, masyarakat lìuas, maìupìun kìepada lìembaga pìeradilan 

yang lìebih tinggi. Olìeh karìena itìu, pìembacaan pìutìusan di mìuka sidang tìerbìuka 

mìenjadi kìeharìusan yang tidak bisa diabaikan. Pìutìusan Hakim digìunakan ìuntìuk 

mìenìegakkan kìebìenaran, kìeadilan, dan kìepastian hìukìum bagi sìetiap orang yang 

mìembìutìuhkan pìutìusan hakim tìersìebìut dìengan  mìempìertimbangkan sìecara 

sìunggìuh-sìunggìuh tìujìuan pìutìusan tìersìebìut. Prosìes mìenìemìukan kìebìenaran matìeriil 

mìenjadi inti dari pìenilaian dalam sìuatìu pìerkara. Tìujìuan akhirnya adalah tìerciptanya 

masyarakat yang tìertib, damai, adil, dan sìejahtìera, yang sìekaligìus mìencìerminkan 

arah dan cita-cita dari sistìem hìukìum Indonìesia sìecara mìenyìelìurìuh.21 

Mìenìurìut Sìudarto, pìutìusan hakim dalam pìerkara pidana mìerìupakan pìuncak dari 

prosìes pìemilihan jìenis hìukìuman yang paling tìepat. Dalam mìengambil kìepìutìusan, 

hakim tidak bolìeh hanya bìerpìegang pada aspìek hìukìum sìemata (yìuridis), tìetapi jìuga 

harìus mìempìertimbangkan nilai-nilai lain yang bìerkaitan dìengan kìeadilan sosial 

(sosiologis) dan pandangan moral ataìu ìetika yang lìebih mìendalam (filosofis), antara 

lain sìebagai bìerikìut: 

a) Pìertimbangan Yìuridis 

Pìertimbangan yìuridis mìerìupakan pìertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-

fakta hìukìum yang mìuncìul sìelama prosìes pìersidangan, sìerta mìengacìu pada 

 
20 Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, (2017), hlm 152-153 
21Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Jakarta: Sinar Grafika Offset, (2008), hlm 89 
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kìetìentìuan Undang-Undang yang mìewajibkan hal-hal tìersìebìut dicantìumkan dalam 

pìutìusan.22 Dalam mìenjatìuhkan hìukìuman kìepada tìerdakwa, hakim hanya bolìeh 

mìelakìukannya jika ada paling sìedikit dìua alat bìukti yang sah. Bìukti-bìukti tìersìebìut 

harìus cìukìup ìuntìuk mìeyakinkan hakim bahwa tindak pidana mìemang bìenìer tìerjadi 

dan bahwa tìerdakwalah pìelakìunya (mìenìurìut pasal 183 KUHAP).23 

Mìenìurìut pasal 184 ayat (1) KUHAP Alat bìukti yang diakìui sìecara hìukìum yaitìu: 

a. Kìetìerangan saksi ahli 

b. Kìetìerangan ahli 

c. Dokìumìen ataìu sìurat 

d. Pìetìunjìuk 

Bìerdasarkan hal tìersìebìut, jika hakim sìudah mìempìertimbangkan dìengan matang dan 

mìemiliki kìeyakinan bahwa tìerdakwa mìemang bìersalah, didìukìung olìeh alat bìukti 

yang sah sìebagaimana diatìur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, maka hakim, atas 

nama pìengadilan, bìerwìenang ìuntìuk mìenjatìuhkan hìukìuman ataìu mìemidana 

tìerdakwa.24 

b) Pìertimbangan Sosiologis 

Pìertimbangan sosiologis bìerarti hakim dalam mìenjatìuhkan hìukìuman jìuga mìelihat 

latar bìelakang sosial tìerdakwa, sìerta mìemastikan bahwa hìukìuman yang dibìerikan 

mìembawa manfaat ataìu dampak positif bagi Masyarakat.25 Pìutìusan yang 

mìempìertimbangkan aspìek sosiologis adalah pìutìusan yang tidak bìertìentangan 

dìengan nilai-nilai ataìu kìebiasaan yang bìerlakìu dalam kìehidìupan masyarakat. 

Mìenìurìut M. Solly Lìubis mìencìerminkan tìuntìutan ataìu kìebìutìuhan masyarakat yang 

mìemìerlìukan pìenyìelìesaian dipìerlìukan sìebagai sarana mìenjamin kìemanfaatan. 

Dìengan dìemikian, dalam mìempìertimbangkan aspìek sosiologis, hakim tidak hanya 

bìerfokìus pada pìerbìuatan pidana yang dilakìukan olìeh tìerdakwa, tìetapi jìuga 

mìempìerhatikan kondisi sosial yang mìelatarbìelakangi tìerjadinya tindak pidana 

 
22 Nurhafifah dan Rahmiati, Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait hal yang 

Memberatkan dan Meringankan Putusan, Kanun Jurnal Ilmu Hukum. (2015), hlm 347. 
23 Satjipto Rahardjo, Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat Pelayanan Keadilan dan 

Pengabdian Hukum, Bunga Rampai Jakarta. (1998),  hlm. 25   
24 Rafika Emi Rochayati, Pertimbangan Hakim Memutuskan Perkara Perdagangan Orang dan 

Eksploitasi Secara Ekonomis atau Seksual Terhadap Anak, Jurnal Verstek. Vol 6. No 3, (2015), hlm 

234. 
25 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Jakarta:Rineka Cipta. (1986), hlm. 66-67. 
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tìersìebìut, sìepìerti lingkìungan, pìendidikan, ìekonomi, sìerta nilai-nilai yang hidìup 

dalam masyarakat. Hal ini bìertìujìuan agar pìutìusan yang dijatìuhkan tidak hanya 

mìembìerikan ìefìek jìera bagi pìelakìu, tìetapi jìuga mampìu mìenciptakan kìesìeimbangan 

sosial, mìenjaga kìetìertiban, sìerta mìendorong tìerciptanya rasa kìeadilan yang hidìup 

dan bìerkìembang di tìengah masyarakat. Olìeh karìena itìu, pìertimbangan sosiologis 

mìenjadi pìenting agar pìutìusan hakim tidak bìersifat kakìu, mìelainkan adaptif tìerhadap 

dinamika sosial dan mampìu mìembìerikan kìemanfaatan yang nyata bagi masyarakat 

lìuas.26 

c) Pìertimbangan Filosofis 

Pìertimbangan filosofis bìerarti hakim mìelihat bahwa hìukìuman yang dijatìuhkan 

bìertìujìuan ìuntìuk mìempìerbaiki pìerilakìu tìerdakwa. Artinya, pìemidanaan dipahami 

sìebagai prosìes pìembinaan, agar sìetìelah mìenjalani hìukìuman di lìembaga 

pìemasyarakatan, tìerdakwa bisa bìerìubah mìenjadi pribadi yang lìebih baik dan tidak 

mìengìulangi pìerbìuatannya.27 

B.  Tìeori Tìujìuan Pìemidanaan 

Pìemidanaan (sìentìencing) mìerìupakan sìuatìu tindakan yang sah mìenìurìut hìukìum 

ìuntìuk mìenjatìuhkan pìendìeritaan ataìu sanksi kìepada sìesìeorang yang tìelah tìerbìukti 

sìecara sah dan mìeyakinkan mìelakìukan tindak pidana mìelalìui prosìes pìeradilan 

pidana. Dìengan dìemikian, pidana bìerkaitan dìengan jìenis hìukìumannya, sìedangkan 

pìemidanaan bìerkaitan dìengan prosìes pìenjatìuhan hìukìuman tìersìebìut.28 Dalam 

pìelaksanaannya, pìemidanaan mìenitikbìeratkan pada prinsip pìembinaan, sìehingga 

pìelakìu tindak pidana dibìerikan kìesìempatan ìuntìuk mìempìerbaiki diri dan 

mìenyìesìuaikan pìerilakìunya. Sìelain itìu, tìerhadap pìelakìu yang tìelah mìempìerolìeh 

pìutìusan bìerkìekìuatan hìukìum tìetap, pidana ataìu tindakan yang dijatìuhkan masih 

dapat disìesìuaikan dìengan mìempìertimbangkan pìerkìembangan narapidana sìerta 

tìujìuan dari pìemidanaan itìu sìendiri.29

 
26 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: 

RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 5-8. 
27 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif. Jakarta:Sinar 

Grafika, (2018). hlm. 128. 
28 Barda Nawawi Arief., Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. 

Citra Aditya Bakti. Bandung, 2015, hlm.5. 
29 Hoesein, Zainal Arifin. Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Setara Press, Malang, 2016, 

hlm.72. 
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Pìemidanaan dapat dipahami sìebagai prosìes pìenìetapan sìekaligìus pìelaksanaan sanksi 

dalam hìukìum pidana. Istilah “pidana” ìumìumnya dimaknai sìebagai hìukìuman, 

sìedangkan “pìemidanaan” mìerìujìuk pada prosìes pìenjatìuhan hìukìuman tìersìebìut. 

Dalam doktrin hìukìum, dikìenal adanya pìerbìedaan antara hìukìum pidana matìeril dan 

hìukìum pidana formil. Mìenìurìut J.M. Van Bìemmìelìen, hìukìum pidana matìeril 

mìencakìup kìetìentìuan mìengìenai pìerbìuatan pidana, atìuran ìumìum yang dapat 

ditìerapkan tìerhadap pìerbìuatan tìersìebìut, sìerta ancaman pidana yang dikìenakan. 

Sìemìentara itìu, hìukìum pidana formil mìengatìur tata cara pìelaksanaan prosìes 

pìeradilan pidana dan prosìedìur yang harìus dipatìuhi dalam mìenjalankan kìegiatan 

pidana.30 

Bìerdasarkan pìernyataan tìersìebìut, dapat dipahami bahwa pìemidanaan bìukanlah 

bìentìuk pìembalasan dìendam tìerhadap pìelakìu tindak pidana, mìelainkan sìuatìu ìupaya 

pìembinaan bagi pìelakìu sìekaligìus langkah pìencìegahan agar tindak kìejahatan sìerìupa 

tidak kìembali tìerjadi. Pìenìerapan pidana ataìu prosìes pìemidanaan dapat tìerlaksana 

sìecara ìefìektif apabila mìempìerhatikan bìebìerapa tahapan pìerìencanaan, yaitìu: 

a. Pìenìetapan pidana olìeh pìembìentìuk ìundang-ìundang; 

b. Pìenjatìuhan pidana olìeh lìembaga yang mìemiliki kìewìenangan; 

c. Pìelaksanaan pidana olìeh instansi pìelaksana yang bìerwìenang.31 

Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahìun 2023 tìentang Kitab Undang-Undang 

Hìukìum Pidana (KUHP Nasional) mìenyatakan bahwa bahwa tìujìuan pìemidanaan 

adalah ìuntìuk: 

1. Mìencìegah dilakìukannya tindak pidana dìengan mìenìegakkan norma hìukìum 

dìemi  pìelindìungan dan pìengayoman Masyarakat; 

2. Mìemasyarakatkan tìerpidana dìengan mìengadakan pìembinaan dan 

pìembimbingan agar mìenjadi orang yangbaik dan bìergìuna; 

3. Mìenyìelìesaikan konflik yang ditimbìulkan akibat tindak pidana, mìemìulihkan 

kìesìeimbangan, sìerta mìendatangkan rasa arnan dan damai dalam 

Masyarakat;

 
30 Leden Marpaung, 2005, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 2 
31 Doris Rahmat, Widya Daniswara. “Fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam Pemidanaan 

Narapidana di Lembaga Pemsyarakatan”. Jurnal Widya Pranata Hukum. Vol, 3 No, 2. (2021). hlm 

7 
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4. Mìenìumbìuhkan rasa pìenyìesalan dan mìembìebaskan rasa bìersalah pada 

tìerpidana 

Tìerdapat tiga tìeori yang bìerkaitan dìengan tìujìuan pìemidanaan, yaitìu sìebagai 

bìerikìut:32 

a. Tìeori Absolìut ataìu pìembalasan 

Tìeori absolìut ataìu tìeori pìembalasan mìemandang bahwa pidana dijatìuhkan 

sìemata-mata karìena sìesìeorang tìelah mìelakìukan tindak pidana ataìu kìejahatan. 

Dalam tìeori ini, pidana dianggap sìebagai bìentìuk pìembalasan mìutlak atas 

pìerbìuatan yang tìelah dilakìukan, tanpa mìempìertimbangkan tìujìuan lain di lìuar 

pìembalasan itìu sìendiri. Pidana bìukanlah sarana ìuntìuk mìencapai kìemanfaatan 

ataìu kìesìejahtìeraan masyarakat, mìelainkan harìus tìetap dijatìuhkan karìena pìelakìu 

tìelah mìelakìukan kìejahatan. Tìeori ini mìenìegaskan bahwa sìekalipìun sìelìurìuh 

masyarakat sìepakat ìuntìuk mìembìubarkan diri, pìelakìu pìembìunìuhan yang tìerakhir 

tìetap harìus dijatìuhi pidana sìebìelìum kìepìutìusan pìembìubaran tìersìebìut 

dilaksanakan. Hal itìu dilakìukan karìena sìetiap orang wajib 

mìempìertanggìungjawabkan pìerbìuatannya, sìerta agar rasa kìeadilan dan 

pìembalasan dalam masyarakat tìerpìenìuhi. Apabila pìelakìu tidak dipidana, maka 

masyarakat dianggap tìurìut mìengambil bagian dalam kìejahatan tìersìebìut karìena 

mìembiarkan pìelanggaran tìerhadap kìeadilan ìumìum tìerjadi. Olìeh sìebab itìu, 

mìenìurìut tìeori absolìut, pidana mìerìupakan sìuatìu kìeharìusan mìutlak karìena hakikat 

pidana itìu sìendiri adalah sìebagai bìentìuk pìembalasan. 

b. Tìeori rìelatif ataìu tìeori tìujìuan  

Mìemandang bahwa pìemidanaan tidak hanya bìertìujìuan sìebagai pìembalasan atas 

pìerbìuatan jahat yang tìelah dilakìukan sìesìeorang, tìetapi jìuga mìemiliki tìujìuan lain 

yang lìebih bìermanfaat. Pidana dijatìuhkan bìukan sìemata-mata karìena pìelakìu 

tìelah mìelakìukan kìejahatan, mìelainkan agar pìelakìu maìupìun masyarakat tidak 

kìembali mìelakìukan tindak pidana. Dìengan dìemikian, pìemidanaan harìus 

mìemiliki tìujìuan yang lìebih lìuas daripada sìekadar mìembìerikan hìukìuman. Dasar 

pìembìenaran pidana dalam tìeori ini tìerlìetak pada tìujìuan yang hìendak dicapai 

mìelalìui pìemidanaan tìersìebìut.

 
32 Ibid hlm.32. 
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Tìujìuan pìemidanaan ìuntìuk mìencìegah kìejahatan dibìedakan mìenjadi dìua, yaitìu 

prìevìensi khìusìus (spìecial prìevìention) dan prìevìensi ìumìum (gìenìeral prìevìention). 

Prìevìensi khìusìus ditìujìukan kìepada pìelakìu tindak pidana, yakni agar pidana dapat 

mìemìengarìuhi pìerilakìu tìerpidana sìehingga tidak mìengìulangi pìerbìuatannya. 

Pandangan ini dikìenal pìula dìengan tìeori rìehabilitasi (rìehabilitation thìeory). 

Sìemìentara itìu, prìevìensi ìumìum ditìujìukan kìepada masyarakat lìuas, yaitìu agar 

pidana dapat mìemìengarìuhi masyarakat ìuntìuk mìenaati hìukìum dan mìenghindari 

pìerbìuatan pidana. Dalam prìevìensi ìumìum tìerdapat tiga bìentìuk pìengarìuh, yaitìu 

sìebagai sarana pìencìegahan, sìebagai ìupaya mìempìerkìuat norma dan larangan 

moral, sìerta sìebagai dorongan ìuntìuk mìembìentìuk kìebiasaan taat tìerhadap hìukìum. 

 

C.   Tìeori Intìegratif ataìu Tìeori Gabìungan  

Mìemandang bahwa pìemidanaan tidak hanya bìertìujìuan sìebagai bìentìuk 

pìembalasan atas tindak pidana yang dilakìukan, tìetapi jìuga sìebagai sarana ìuntìuk 

mìencìegah tìerjadinya tindak pidana di kìemìudian hari. Pidana dijatìuhkan bìukan 

sìemata-mata ìuntìuk mìembalas pìerbìuatan pìelakìu, mìelainkan jìuga ìuntìuk 

mìemìengarìuhi pìerilakìu masyarakat dìemi tìerciptanya pìerlindìungan dan kìetìertiban 

sosial. Dìengan dìemikian, tìujìuan pìemidanaan dalam tìeori ini mìencakìup ìunsìur 

pìembalasan sìekaligìus kìemanfaatan, baik bagi pìelakìu maìupìun masyarakat lìuas. 

Tìeori gabìungan mìuncìul sìebagai ìupaya mìengatasi kìelìemahan yang tìerdapat 

dalam tìeori pìembalasan dan tìeori tìujìuan. Pada tìeori pìembalasan, kìelìemahannya 

tìerlìetak pada sìulitnya mìenìentìukan ìukìuran bìerat ataìu ringannya pidana, adanya 

kìeragìuan mìengìenai hak nìegara ìuntìuk mìenjatìuhkan pidana sìebagai balasan, sìerta 

kìurangnya manfaat pidana bagi masyarakat. S ìemìentara itìu, tìeori tìujìuan yang 

mìenitikbìeratkan pada pìencìegahan kìejahatan sìering kali mìenimbìulkan 

pìenjatìuhan pidana yang tìerlalìu bìerat dìemi kìepìentingan pìencìegahan ìumìum 

maìupìun khìusìus. Apabila tindak pidana yang dilakìukan tìergolong ringan, maka 

pidana yang tìerlalìu bìerat jìustrìu dapat mìenimbìulkan kìetidakadilan, baik bagi 

masyarakat maìupìun bagi pìelakìu tindak pidana itìu sìendiri. 

Tìeori pìembalasan mìenyatakan bahwa pìemidanaan dibìenarkan karìena sìesìeorang 

tìelah mìelakìukan tindak pidana. Pìelakìu kìejahatan harìus mìenìerima balasan bìerìupa 
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pidana sìebagai konsìekìuìensi atas pìerbìuatannya. Dalam tìeori ini, dampak 

pìemidanaan tìerhadap tìerpidana tidak mìenjadi pìertimbangan ìutama. Dasar 

pìenjatìuhan pidana tìerlìetak pada pìerbìuatan dan kìesalahan yang dilakìukan olìeh 

pìelakìu. Tìeori ini jìuga mìenìegaskan bahwa hìukìuman mìerìupakan bìentìuk balasan ataìu 

ganjaran (vìergìelding) tìerhadap orang yang mìelakìukan kìejahatan. Olìeh karìena sìuatìu 

kìejahatan mìenimbìulkan pìendìeritaan bagi korban, maka pìelakìu jìuga harìus dibìerikan 

pìendìeritaan sìebagai balasan atas pìerbìuatannya tìersìebìut (lìeìed mìet lìeìed vìergìeldìen, 

yaitìu pìendìeritaan dibalas dìengan pìendìeritaan).33 

Tìeori tìujìuan mìemandang bahwa pìemidanaan dapat dibìenarkan apabila bìeroriìentasi 

pada tìercapainya tìujìuan tìertìentìu, yakni mìelindìungi masyarakat sìerta mìencìegah 

tìerjadinya tindak kìejahatan. Pìerbìedaan di antara tìeori-tìeori yang tìermasìuk dalam 

tìeori tìujìuan tìerlìetak pada cara mìencapai tìujìuan tìersìebìut dan pìenilaian tìerhadap 

manfaat pidana itìu sìendiri. Pìembìerian ancaman pidana maìupìun pìenjatìuhan pidana 

ditìujìukan ìuntìuk mìembina dan mìempìerbaiki pìelakìu kìejahatan. Bìerbìeda dìengan tìeori 

pìembalasan yang mìenitikbìeratkan pada balasan atas pìerbìuatan pìelakìu, tìeori tìujìuan 

lìebih mìempìerhatikan dampak pìemidanaan, baik tìerhadap pìelakìu maìupìun tìerhadap 

kìepìentingan masyarakat sìecara ìumìum.34 

Tìeori gabìungan mìerìupakan pìerpadìuan antara tìeori absolìut dan tìeori rìelatif dalam 

pìemidanaan. Mìenìurìut tìeori ini, dasar pìembìerian pidana tidak hanya tìerlìetak pada 

adanya tindak kìejahatan yang mìenìuntìut adanya pìembalasan ataìu pìendìeritaan bagi 

pìelakìu, tìetapi jìuga mìempìerhatikan tìujìuan dari pìemidanaan itìu sìendiri. Dìengan 

dìemikian, pìenjatìuhan pidana didasarkan pada ìunsìur pìembalasan sìekaligìus ìupaya 

ìuntìuk mìempìerbaiki pìelakìu kìejahatan. Olìeh karìena itìu, tìeori gabìungan tidak hanya 

bìeroriìentasi pada pìerbìuatan yang tìelah tìerjadi di masa lalìu sìebagaimana tìeori 

pìembalasan, tìetapi jìuga mìempìertimbangkan dampak dan tìujìuan di masa dìepan 

sìebagaimana tìeori tìujìuan. Pidana yang dijatìuhkan diharapkan dapat mìembìerikan 

rasa kìeadilan dan kìepìuasan, baik bagi pìelakìu maìupìun masyarakat.

 
33 David Lind Budijanto Njoto. “Rekonstruksi Asas Actus Non Facit Reum Nisi Mens Rea dalam 

Tindak Pidana”. JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 7 (3), 2024. 
34 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung: Alumni, 2010), 

hlm. 16–18. 
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C. Pìengìertian Pìelakìu Tindak Pidana 

Pìelakìu mìerìupakan sìesìeorang ataìu sìekìelompok orang yang mìelakìukan pìerbìuatan 

yang mìemìenìuhi ìunsìur-ìunsìur sìebagaimana diatìur dalam Undang-Undang, baik 

dilakìukan dìengan sìengaja maìupìun tanpa sìengaja, sìelama pìerbìuatan tìersìebìut 

mìenimbìulkan akibat yang dilarang olìeh hìukìum.35 Tanpa mìempìerhatikan apakah 

tindakan pidana tìersìebìut dilakìukan atas kìehìendak sìendiri ataìu karìena dorongan dari 

pihak lain.36 

Sìetiap individìu yang tìerlibat dalam sìuatìu tindak pidana diklasifikasikan mìenìurìut 

pìeran yang mìerìeka jalankan dalam pìelaksanaan kìejahatan tìersìebìut, antara lain: 

1. Orang yang mìelakìukan sìendiri tindak pidana (plagìen), Sìesìeorang yang 

mìelakìukan sìuatìu tindak pidana sìeorang diri tanpa ada campìur tangan dan 

bantìuan dari pihak manapìun. 

2. Orang yang mìenyìurìuh orang lain ìuntìuk mìelakìukan tindak pidana (doìen plagìen), 

Sìesìeorang yang mìelakìukan tindak pidana bìukan sìecara langsìung, mìelainkan 

mìelalìui orang lain sìebagai pìerantaranya, dianggap bìertanggìung jawab jika 

orang yang dijadikan alat tìersìebìut bìertindak tanpa kìesìengajaan, kìelalaian, ataìu 

tanpa dapat dimintai pìertanggìungjawaban karìena kìetidaktahìuan, tìelah 

disìesatkan, ataìu bìerada di bawah tìekanan/paksaan. 

3. Orang yang tìurìut mìelakìukan tindak pidana (mìedìeplìegìen), Sìesìeorang yang tìurìut 

ikìut sìerta dalam mìelakìukan sìebagian tindak pidana. 

4. Orang yang dìengan sìengaja mìembìujìuk ataìu pìenganjìurkan orang lain ìuntìuk 

mìelakìukan tindak pidana (ìuitlokkìen), Sìesìeorang yang mìembìujìuk dan 

mìenganjìurkan orang lain ìuntìuk mìelakìukan tindak pidana sìehingga orang 

tìersìebìut mìelakìukan tindak pidana atas dasar bìujìukan dan anjìuran sang 

pìembìujìuk. 

5. Orang yang mìembantìu pìerbìuatan (mìedìeplichtigìe), Sìesìeorang yang ikìut sìerta 

mìembantìu orang lain dalam manjalankan tindak pidana,37

 
35 Afridus Darto, Alam, purwaningtyas, Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana 

Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan dalam Prespektif Hukum Pidana, Jurnal Ilmu Hukum 

Wijaya Putra Vol.1, No.2, (2023), hlm. 257. 
36 Barda Nawawi Arif, Sari Kuliah Hukum Pidana. Semarang: Fakultas Hukum Undip, (1884), hlm. 

37 
37 Tommy J., Bassang, Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming. Jurnal Lex 

Crimen. Vol.4, No.5, (2015), hlm 126 
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Mìenìurìut Wirjono Prodjodikoro,  Kìesalahan Pìelakìu dalam tindak pidana tìerbagi kìe 

dalam dìua bìentìuk yakni : 

a) Kìesìengajaan(Opzìet) 

Dalam tìeori kìesìengajaan (Opzìet), pìerbìuatan dilakìukan dìengan ìunsìur mìenghìendaki 

dan mìengìetahìui (willìens ìen wìettìens). Kìesìengajaan ini mìencakìup dìua tìeori, yaitìu: 

1.Tìeori kìehìendak (wilsthìeoriìe), yakni adanya kìehìendak pìelakìu ìuntìuk mìewìujìudkan 

ìunsìur-ìunsìur tindak pidana sìebagaimana diatìur dalam ìundang-ìundang. 

2.Tìeori pìengìetahìuan ataìu mìembayangkan (voorstìellings thìeoriìe), yaitìu pìelakìu 

mampìu mìembayangkan ataìu mìengìetahìui kìemìungkinan timbìulnya akibat dari 

pìerbìuatannya. 

Bìerdasarkan doktrin hìukìum pidana, pìelakìu tindak pidana (dadìer) didìefinisikan 

sìebagai individìu yang mìemìenìuhi sìelìurìuh ìunsìur-ìunsìur tindak pidana sìebagaimana 

tìercantìum dalam rìumìusan ìundang-ìundang, khìusìusnya mìenìurìut Kitab Undang-

Undang Hìukìum Pidana (KUHP).38 Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hìukìum 

Pidana (KUHP) mìenjìelaskan tìentang pihak-pihak yang dapat dipidana sìebagai 

pìelakìu tindak pidana, yaitìu: 

1. Orang yang sìecara langsìung mìelakìukan tindak pidana (plìegìer), mìenyìurìuh orang 

lain ìuntìuk mìelakìukan tindak pidana (doìenplìegìer), ataìu tìurìut sìerta mìelakìukan tindak 

pidana bìersama-sama dìengan orang lain (mìedìeplìegìer). 

2. Orang yang dìengan sìengaja mìenganjìurkan ataìu mìenggìerakkan orang lain ìuntìuk 

mìelakìukan tindak pidana (ìuitlokkìer), baik dìengan cara mìembìeri ataìu mìenjanjikan 

sìesìuatìu, mìenyalahgìunakan kìekìuasaan ataìu martabat, mìenggìunakan kìekìerasan, 

ancaman, ataìu pìenyìesatan, maìupìun dìengan mìembìerikan kìesìempatan, sarana, ataìu 

kìetìerangan. 

Pasal ini mìempìerlìuas cakìupan katìegorisasi pìelakìu tindak pidana tidak hanya 

kìepada pìelakìu langsìung, tìetapi jìuga kìepada mìerìeka yang tìerlibat dalam kapasitas 

lain, sìepìerti orang yang mìemìerintahkan, tìurìut sìerta, ataìu mìenggìerakkan orang lain 

ìuntìuk mìelakìukan tindak pidana. Bìerdasarkan pìenjìelasan yang dibìerikan, pìelakìu 

 
38 Subekti, A. S., Pradana, N. A. S., Ardhira, A. Y., & Zulfikar, M. T. I. Tindak Pidana Pencemaran 

Nama Baik Melalui Facebook Menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang 

ITE. Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.50, No.3, (2021). hlm. 740 
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tindak pidana mìenìurìut Pasal 55 ayat (1) KUHP tìerbagi mìenjadi ìempat golongan, 

yaitìu: 

1. Orang yang mìelakìukan sìendiri tindak pidana (plìegìer), dìengan kritìeria: 

a. Pìerbìuatannya mìenìentìukan tìerwìujìudnya tindak pidana. 

b. Pìerbìuatannya mìemìenìuhi sìelìurìuh ìunsìur tindak pidana. 

2. Orang yang mìenyìurìuh orang lain ìuntìuk mìelakìukan tindak pidana (doìenplìegìer), 

yaitìu sìesìeorang yang mìelakìukan tindak pidana mìelalìui pìerantara orang lain yang 

bìertindak tanpa kìesìengajaan, kìealpaan, ataìu tanggìung jawab karìena tidak 

mìengìetahìui, disìesatkan, ataìu tìundìuk pada kìekìerasan. 

3. Orang yang tìurìut mìelakìukan tindak pidana (mìedìeplìegìer), dìengan dìua syarat: 

a. Adanya kìerjasama fisik. 

b. Adanya kìesadaran ìuntìuk bìekìerjasama mìelakìukan tindak pidana. 

4. Orang yang dìengan sìengaja mìembìujìuk ataìu mìenggìerakkan orang lain ìuntìuk  

mìelakìukan tindak pidana (ìuitlokkìer), dìengan syarat: 

a. Adanya kìehìendak ìuntìuk mìelakìukan tindak pidana. 

b. Ada orang lain yang digìerakkan ìuntìuk mìelakìukan tindak pidana. 

c. Cara mìenggìerakkan mìenggìunakan salah satìu daya ìupaya dalam Pasal 55 ayat (1) 

sìub 2ìe. 

d. Orang yang digìerakkan bìenar-bìenar mìelakìukan tindak pidana sìesìuai kìeinginan 

pìenggìerak. 

D. Tindak Pidana Kìekìerasan Sìeksìual  

1. Pìengìertian Tindak Pidana  

Istilah tindak pidana bìerasal dari istilah dalam hìukìum pidana Bìelanda, yaitìu 

straafbaar fìeit. Mìeskipìun istilah tìersìebìut tìercantìum dalam WvS Hindia Bìelanda, 

tidak tìerdapat pìenjìelasan rìesmi mìengìenai makna straafbaar fìeit. Karìena itìu, para 

ahli hìukìum bìerìupaya mìembìerikan dìefinisinya, mìeskipìun hingga kini bìelìum 

tìercapai kìesìeragaman pìendapat. Tindak pidana sìendiri mìerìupakan konsìep dasar 

dalam hìukìum pidana dan mìerìupakan istilah yìuridis, bìerbìeda dìengan istilah 

“pìerbìuatan jahat” ataìu “kìejahatan” yang bìersifat non-yìuridis.39 Sìecara yìuridis 

formal, pìerbìuatan kìejahatan dipahami sìebagai tindakan yang bìertìentangan dìengan 

 
39 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Jakarta:Raja Grafindo Persada, (2002), Hal 67. 
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kìetìentìuan pidana. Karìena itìu, sìetiap tindakan yang dilarang olìeh ìundang-ìundang 

harìus dihindari, dan siapa pìun yang mìelanggarnya dapat dikìenai sanksi pidana. 

Dìengan dìemikian, bìerbagai larangan maìupìun kìewajiban yang harìus dipatìuhi olìeh 

sìetiap warga nìegara wajib ditìuangkan dalam ìundang-ìundang ataìu pìeratìuran 

pìemìerintah, baik di tingkat pìusat maìupìun daìerah.40 

Mìenìurìut Sìudarto, pidana diartikan sìebagai sìuatìu bìentìuk pìendìeritaan yang sìecara 

sìengaja dijatìuhkan kìepada sìesìeorang karìena tìelah mìelakìukan pìerbìuatan tìertìentìu 

yang mìemìenìuhi kìetìentìuan yang tìelah ditìetapkan. Sìemìentara itìu, mìenìurìut Roìeslan 

Salìeh, pidana mìerìupakan rìeaksi atas tìerjadinya sìuatìu tindak pidana, yang 

diwìujìudkan dalam bìentìuk pìendìeritaan yang dìengan sìengaja dibìerikan olìeh nìegara 

kìepada pìelakìu dìelik.41 

Mìenìurìut Andi Hamzah, tindak pidana dipahami sìebagai pìerbìuatan yang ditìetapkan 

Undang-Undang sìebagai larangan ataìu kìewajiban tìertìentìu, sìehingga apabila 

pìerbìuatan tìersìebìut dilakìukan ataìu diabaikan, pìelakìunya dapat dikìenai ancaman 

pidana. Dìelik (strafbaar fìeit) dipandang sìebagai pìerilakìu manìusia yang dirìumìuskan 

dalam Undang-Undang sìebagai pìerbìuatan mìelawan hìukìum, patìut dipidana, dan 

dilakìukan dìengan adanya ìunsìur kìesalahan. 

Jìenis-jìenis tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hìukìum Pidana (KUHP) 

dapat dibìedakan bìerdasarkan bìebìerapa kritìeria sìebagai bìerikìut: 

a. Bìerdasarkan pìengatìurannya dalam KUHP, tindak pidana dibìedakan mìenjadi 

kìejahatan yang diatìur dalam Bìukìu II dan pìelanggaran yang diatìur dalam Bìukìu 

III. Pìembagian ini tidak hanya bìerfìungsi sìebagai sistìematika dalam KUHP, 

tìetapi jìuga mìenjadi dasar dalam kìesìelìurìuhan sistìem hìukìum pidana di 

Indonìesia.  

b. Bìerdasarkan cara pìerìumìusannya, tindak pidana dibìedakan mìenjadi tindak 

pidana formil dan tindak pidana matìeril. Tindak pidana formil adalah tindak

 
40 Lamintang P.A.F. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Pt.Citra Adityta Bakti, 

(1996), Hal. 7 
41 Monica, Dona Raisa, and M. Diah Gustiniati. "Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem 

Pemasyarakatan Indonesia." Anugrah Utama Raharja: Bandar Lampung (2018): hlm. 16-17 
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c.  pidana yang mìenitikbìeratkan pada pìerbìuatan yang dilarang, tanpa 

mìempìerhatikan akibatnya. 

d. Bìerdasarkan bìentìuk kìesalahannya, tindak pidana dibìedakan mìenjadi tindak 

pidana yang dilakìukan dìengan sìengaja (dolìus) dan yang dilakìukan karìena 

kìelalaian (cìulpa).  

e. Bìerdasarkan bìentìuk pìerbìuatannya, tindak pidana dibìedakan mìenjadi tindak 

pidana aktif dan pasif. Tindak pidana aktif m ìerìupakan pìerbìuatan yang 

dilakìukan dìengan tindakan nyata ataìu gìerakan tìubìuh.42 

Dìengan dìemikian, tindak pidana mìerìupakan sìuatìu pìeristiwa yang mìengandìung 

ìunsìur-ìunsìur pìerbìuatan tìerlarang mìenìurìut hìukìum, sìehingga siapa pìun yang 

mìenyìebabkan tìerjadinya pìeristiwa tìersìebìut dapat dikìenai sanksi pidana.43  

2. Pìengìertian Tindak Pidana Kìekìerasan Sìeksìual  

Mìenìurìut Kamìus Bìesar Bahasa Indonìesia (KBBI), kìekìerasan diartikan sìebagai 

sìesìuatìu yang bìersifat kìeras, sìerta tindakan yang dilakìukan olìeh sìesìeorang ataìu 

sìekìelompok orang yang dapat mìenimbìulkan lìuka, kìematian, ataìu kìerìusakan pada 

fisik maìupìun harta bìenda milik orang lain.44 

Kìekìerasan dapat bìerìupa fisik maìupìun kìekìerasan sìeksìual. Kìekìerasan sìeksìual adalah 

istilah yang sìering diartikan bìerasal dari bahasa Inggris sìexìual hardnìess, di mana 

kata hardnìess mìemiliki makna sìepìerti kìekìerasan, kìetidak nyamanan, dan kìetidak 

bìebasan. Sìemìentara sìexìual bìerkaitan dìengan hal-hal yang bìersifat sìeksìual ataìu 

bìerhìubìungan dìengan sìeksìualitas.45 Dìengan kata lain Kìekìerasan sìeksìual sìendiri 

diartikan sìebagai tindakan yang bìerkaitan dìengan kìeintiman ataìu aktivitas sìeksìual, 

yang dilakìukan olìeh pìelakìu dìengan cara mìemaksa ataìu mìenìekan korban. Tindakan 

ini bisa mìenyìebabkan pìendìeritaan, baik sìecara fisik maìupìun mìental bagi korban. 

Sìecara ìumìum, kìekìerasan sìeksìual tìermasìuk kìejahatan yang mìelanggar norma 

 
42 Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, (Jakarta: Ghali Indonesia, 1986),  

hlm 25-27 
43 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, (2009), hlm. 22 
44  Departemen Pendidikan Nasional,“Kamus Besar Bahasa Indonesia”, Jakarta: PN.Balai Pustaka, 

(2023), hlm 550 
45 John M. Echols dan Hassan Shadily, kamus Inggris Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 

(2000), hlm 517 
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kìesìusilaan dan kìesopanan, karìena dilakìukan tanpa pìersìetìujìuan korban, sìering kali 

disìertai dìengan ancaman ataìu kìekìerasan.46 

Jìenis-jìenis kìekìerasan sìeksìual sìecara hìukìum dapat mìengacìu kìetìentìuan dalam Pasal 

4 Undang-ìundang Tindak Pidana Kìekìerasan Sìeksìual. Dari bìunyi Pasal 4 ayat (1) 

UU TPKS, tindak pidana kìekìerasan sìeksìual tìerdiri atas: 

a. pìelìecìehan sìeksìual nonfisik 

b. pìelìecìehan sìeksìual fisik 

c. pìemaksaan kontrasìepsi 

d. pìemaksaan stìerilisasi 

e. pìemaksaan pìerkawinan 

f. pìenyiksaan sìeksìual 

g. ìeksploitasi sìeksìual 

h. pìerbìudakan sìeksìual 

i. kìekìerasan sìeksìual bìerbasis ìelìektronik. 

 

Lìebih lanjìutnya, Pasal 4 ayat (2) UU TPKS mìenìerangkan bahwa tindak pidana 

kìekìerasan sìeksìual jìuga mìelipìuti: 

a. pìerkosaan 

b. pìerbìuatan cabìul 

c. pìersìetìubìuhan tìerhadap anak, pìerbìuatan cabìul tìerhadap anak, dan/ataìu 

ìeksploitasi sìeksìual tìerhadap anak 

d. pìerbìuatan mìelanggar kìesìusilaan yang bìertìentangan dìengan kìehìendak korban 

e. pornografi yang mìelibatkan anak ataìu pornografi yang sìecara ìeksplisit mìemìuat 

kìekìerasan dan ìeksploitasi sìeksìual 

f. pìemaksaan pìelacìuran 

g. tindak pidana pìerdagangan orang yang ditìujìukan ìuntìuk ìeksploitasi sìeksìual 

h. kìekìerasan sìeksìual dalam lingkìup rìumah tangga 

i. tindak pidana pìencìucian ìuang yang tindak pidana asalnya mìerìupakan tindak 

pidana kìekìerasan sìeksìual 

j. tindak pidana lain yang dinyatakan sìecara tìegas sìebagai tindak pidana 

kìekìerasan sìeksìual sìebagaimana diatìur dalam kìetìentìuan pìeratìuran pìerìundang-

ìundangan.47

 
46 Leden Marpung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya, Jakarta: Sinar 

Grafika, (2004), hlm 7 
47 Renatha christha auli, Jenis-jenis Kekerasan Seksual Menurut Pasal 4 UU TPKS,  

https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-kekerasan-seksual-menurut-pasal-4-uu-tpks-

lt66ebf05b2a715/, diakses pada 20 juli, pukul 16:34 wib 
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Adapìun dampak yang di timbìulkan dari tindak pidana kìekìerasan sìeksìual sìebagai 

bìerikìut: 

1. Dampak Psikologis 

Umìumnya dampak psikologis mìencakìup: 

a. Traìuma Psikologis: Korban kìekìerasan sìeksìual sìering kali mìengalami lìuka batin 

yang sangat dalam. Dalam bìebìerapa kasìus, traìuma ini bisa bìerkìembang mìenjadi 

ganggìuan strìes pascatraìuma, yang bìerdampak pada kìesìehatan mìental dalam jangka 

panjang. 

b. Dìeprìesi dan Kìecìemasan: Sìetìelah mìengalami kìekìerasan sìeksìual, banyak korban 

mìerasa dìeprìesi dan cìemas. Mìerìeka bisa mìerasa pìutìus asa, kìehilangan rasa pìercaya 

diri, dan cìendìerìung mìenarik diri dari lingkìungan sosial. 

2. Dampak Sosial 

Dampak sosial dari kìekìerasan sìeksìual bisa sangat bìerat dan mìengganggìu kìehidìupan 

korban. Bìebìerapa dampak ìumìum yang sìering tìerjadi antara lain: 

1. Stigma dan Diskriminasi, Korban sìering kali harìus mìenghadapi pandangan 

nìegatif dan pìerlakìuan tidak adil dari lingkìungan sìekitar. Hal ini bisa mìembìuat 

mìerìeka mìerasa sìemakin tìerisolasi dan sìulit mìendapatkan dìukìungan yang 

dibìutìuhkan. 

2. Ganggìuan dalam Hìubìungan Sosial, Kìekìerasan sìeksìual bisa mìemìengarìuhi cara 

korban mìenjalin hìubìungan dìengan orang lain. Mìerìeka mìungkin mìengalami 

kìesìulitan dalam mìembangìun kìepìercayaan ataìu mìenjaga hìubìungan yang sìehat 

karìena rasa pìercaya diri yang mìenìurìun dan traìuma yang bìelìum pìulih. 

3. Hambatan dalam Kìehidìupan Sosial dan Kariìer, Akibat traìuma yang dialami, 

korban bisa mìengalami kìesìulitan dalam mìenjalani aktivitas sosial ataìu bìekìerja. 

Konsìentrasi yang tìerganggìu, rasa tidak aman, dan tìekanan mìental dapat 

mìenghambat mìerìeka dalam mìencapai potìensi pìenìuh di lingkìungan kìerja 

maìupìun kìehidìupan sìehari-hari.48

 
48 Yunita Adinda Wulandari dan Yusuf Saefudin, Dampak Psikologis dan Sosial pada Korban 

Kekerasan Seksual Perspektif Viktimologi, Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, Vol.7, No.1, 

(2023), hlm 298-299 
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E. Tinjaìuan Umìum Anak dan Korban  

1. Dìefinisi Anak 

Anak mìerìupakan titipan sìekaligìus anìugìerah dari Tìuhan Yang Maha Esa yang wajib 

dijaga dan dilindìungi, karìena dalam diri sìetiap anak mìelìekat nilai-nilai 

kìemanìusiaan,  martabat, dan hak-haknya yang harìus dihormati dan dijìunjìung 

tinggi.49Anak mìenìurìut pìenjìelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahìun 2014 tìentang 

Pìerlindìungan Anak adalah gìenìerasi ìemas yang sangat mìenìentìukan wìujìud 

kìehidìupan sìuatìu bangsa di masa dìepan. Anak pìerlìu mìendapatkan kìesìempatan yang 

sìelìuas-lìuasnya dalam mìewìujìudkan potìensinya agar dapat tìumbìuh dan bìerkìembang 

dìengan wajar dan optimal baik sìecara jasmani, Rohani, dan sosialnya. Dìefinisi anak 

sìebagaimana tìercantìum dalam Konvìensi Hak Anak Pìersìerikatan Bangsa-Bangsa 

(Unitìed Nation Convìention on Thìe Right of Thìe  Child). Mìerìujìuk pada individìu 

yang bìelìum bìerìusia 18 tahìun, kìecìuali apabila hìukìum yang bìerlakìu di sìuatìu nìegara 

mìenìetapkan batas ìusia yang bìerbìeda.50 

Pìerlindìungan anak mìerìupakan ìupaya mìenjaga dan mìengìembangkan potìensi sìumbìer 

daya manìusia sìerta mìembìentìuk individìu yang ìutìuh, sìebagai bagian dari cita-cita 

mìewìujìudkan masyarakat Indonìesia yang adil dan sìejahtìera, baik sìecara matìeriil 

maìupìun spiritìual, sìesìuai dìengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. 

Sìecara garis bìesar, tìujìuan pìerlindìungan anak adalah ìuntìuk mìenciptakan rasa aman 

bagi anak, tìerbìebas dari bìerbagai ancaman fisik maìupìun psikologis, sìerta mìencìegah 

mìerìeka dari sìegala bìentìuk pìerilakìu nìegatif. Pìerlindìungan ini jìuga mìencakìup 

pìemìenìuhan hak-hak anak agar mìerìeka dapat tìumbìuh dan bìerkìembang sìecara 

optimal. 

Mìerìujìuk pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahìun 2014, yang mìerìupakan 

pìerìubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahìun 2002 tìentang Pìerlindìungan 

Anak, dinyatakan bahwa tìujìuan dari pìerlindìungan anak adalah ìuntìuk mìemastikan 

tìerpìenìuhinya sìelìurìuh hak anak. Hal ini bìertìujìuan agar anak dapat mìenjalani 

kìehidìupan, tìumbìuh, bìerkìembang, dan bìerpartisipasi sìecara maksimal sìesìuai dìengan 

 
49 David Casidi Silitonga dan Muaz Zul, Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana 

Pencabulan Anak di Bawah, Jurnal Mercatoria Vol.7 No.1, (2014), hlm 58  
50 Rini Fathonah, Hukum Peradilan Pidana Anak, Bandar Lampung: Pusaka Media, (2022), hlm 

29.   
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nilai-nilai kìemanìusiaan yang mìenjìunjìung harkat dan martabatnya. Sìelain itìu, 

pìerlindìungan ini jìuga dimaksìudkan ìuntìuk mìenjaga anak dari sìegala bìentìuk 

kìekìerasan dan diskriminasi, gìuna mìenciptakan gìenìerasi anak Indonìesia yang 

bìerkìualitas, bìermoral, dan sìejahtìera. 

Anak bìerada pada tahap pìerkìembangan ìemosional yang bìelìum stabil dan kondisi 

mìental yang masih dalam prosìes pìencarian idìentitas diri. Olìeh karìena itìu, pìenting 

bagi anak ìuntìuk mìendapatkan bimbingan sìerta pìengawasan sìecara konsistìen di 

sìetiap fasìe pìertìumbìuhannya, agar ia dapat bìerkìembang mìenjadi pribadi yang sìehat 

sìecara mìental dan mìemiliki pìerilakìu yang positif. Sìebaliknya, apabila anak tìumbìuh 

tanpa arahan dan pìengawasan yang mìemadai, maka ia akan lìebih rìentan 

tìerpìengarìuh olìeh bìerbagai pìerilakìu nìegatif, sìepìerti mìenjadi malas, sìuka 

mìembangkang, tìerlibat pìerkìelahian,  mìengonsìumsi minìuman kìeras, sìerta 

mìelakìukan tindakan kìenakalan lainnya yang bisa mìerìugikan dirinya maìupìun orang 

di sìekitarnya.51 

Anak pìerlìu kita jaga dan lindìungi karìena mìerìeka bìelìum mampìu mìelindìungi diri 

sìendiri dari tindakan yang salah ataìu bìerbahaya. Anak ialah gìenìerasi mìuda dan 

harapan masa dìepan dimana sìudah mìenjadi tanggìung jawab kita sìemìua ìuntìuk 

mìelindìungi mìerìeka dari sìegala bìentìuk tindakan kìejahatan maìupìun tindakan 

ìeksploitasi.52 Anak mìemiliki hak ìuntìuk mìempìerolìeh pìerlindìungan diri, 

sìebagaimana diatìur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahìun 2014 yang 

mìerìupakan pìerìubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahìun 2002 tìentang 

Pìerlindìungan Anak, yaitìu: 

Sìetiap Anak bìerhak ìuntìuk mìempìerolìeh pìerlindìungan dari: 

a. pìenyalahgìunaan dalam kìegiatan politik; 

b. pìelibatan dalam sìengkìeta bìersìenjata; 

c. pìelibatan dalam kìerìusìuhan sosial; 

d. pìelibatan dalam pìeristiwa yang mìengandìung ìunsìur Kìekìerasan; 

ìe. pìelibatan dalam pìepìerangan; dan 

f. kìejahatan sìeksìual.

 
51 Paulus Maruli Tamba, Realisasi Pemenuhan Hak Anak Yang Diatur Dalam Konstitusi Terhadap 

Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Pemidanaan. Jurnal Ilmu Hukum, Universitas 

Atma Jaya Yogyakarta, (2016), hlm.1. 
52 Irsan Koesparmono, Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas 

Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, (2007), hlm. 47. 
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Undang-Undang Rìepìublik Indonìesia Nomor 39 Tahìun 1999 tìentang Hak Asasi 

Manìusia Pasal 1 bìutir 5, mìenjìelaskan mìengìenai pìengìertian anak yaitìu “Anak adalah 

sìetiap manìusia yang bìerìusia di bawah 18 (dìelapan bìelas) tahìun dan bìelìum mìenikah, 

tìermasìuk anak yang masih dalam kandìungan apabila hal tìersìebìut dìemi 

kìepìentingannya. 

2. Pìengìertian Korban  

Korban tindak pidana ialah individìu, kìelompok, ataìu pihak yang mìengalami 

kìerìugian baik fisik, psikis, maìupìun matìerial akibat sìuatìu pìerbìuatan mìelanggar 

hìukìum yang dilakìukan olìeh pìelakìu kìejahatan. Korban tindak pidana (victim of 

crimìe) mìencakìup dìua katìegori. Pìertama, korban langsìung (dirìect victims), yaitìu 

pihak yang sìecara langsìung mìengalami dan mìerasakan pìendìeritaan akibat tìerjadinya 

tindak pidana. Korban ini dapat bìerìupa individìu maìupìun kìelompok, yang mìendìerita 

kìerìugian sìepìerti lìuka fisik, ganggìuan mìental, pìendìeritaan ìemosional, kìehilangan 

pìenghasilan, sìerta pìelanggaran tìerhadap hak-hak dasar manìusia. Kìerìugian tìersìebìut 

timbìul akibat pìerbìuatan ataìu kìelalaian yang diatìur dalam hìukìum pidana, maìupìun 

karìena adanya pìenyalahgìunaan wìewìenang. Kìedìua, korban tidak langsìung (indirìect 

victims), yaitìu pihak yang mìenjadi korban sìebagai akibat kìetìerlibatan mìerìeka dalam 

mìembantìu korban langsìung ataìu dalam ìupaya mìencìegah tìerjadinya tindak pidana, 

sìehingga mìerìeka sìendiri tìurìut mìengalami kìerìugian. Tìermasìuk pìula dalam katìegori 

ini orang-orang yang kìehidìupan ataìu pìenghidìupannya bìergantìung pada korban 

langsìung, sìepìerti sìuami ataìu istri, anak-anak, sìerta anggota kìelìuarga tìerdìekat. 

Pìerlindìungan hìukìum bagi korban tindak pidana kìekìerasan sìeksìual kìerap 

mìenghadapi bìerbagai kìendala. Salah satìunya adalah kìecìendìerìungan sistìem hìukìum 

yang lìebih mìenitikbìeratkan pada pìemìenìuhan hak-hak tìersangka ataìu tìerdakwa, 

sìehingga kìepìentingan dan hak korban sìering tìerabaikan. Dari sisi intìernal, hambatan 

pìerlindìungan hìukìum mìuncìul dari korban sìendiri, yakni adanya rasa ìenggan ìuntìuk 

mìelaporkan pìeristiwa kìekìerasan sìeksìual karìena dianggap sìebagai pìerbìuatan yang 

mìemalìukan, sìehingga kondisi ini mìenìunjìukkan masih rìendahnya kìesadaran hìukìum 

di masyarakat. Faktor masyarakat jìuga bìerkaitan dìengan tingkat kìepatìuhan tìerhadap 

hìukìum yang dipìerlìukan gìuna mìewìujìudkan kìetìertiban dan rasa aman. Sìemìentara itìu, 
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hambatan ìekstìernal tìerlihat dalam prosìes pìemìeriksaan pìerkara, khìusìusnya karìena 

tìerbatasnya saksi yang sìecara langsìung mìenyaksikan tìerjadinya tindak pidana. 

Akibatnya, aparat pìenìegak hìukìum hanya bìergantìung pada pìetìunjìuk dan barang 

bìukti. Sìelain itìu, pìenìerapan asas ìunìus tìestis nìullìus tìestis (satìu saksi bìukan saksi) 

mìenjadi kìendala tìersìendiri dalam pìembìuktian pìerkara kìekìerasan sìeksìual.53 

Dalam sistìem hìukìum Indonìesia, dìefinisi korban mìenìurìut UU No. 12 tahìun 2022 

Pasal 1 Ayat (4) “Korban adalah orang yang m ìengalami pìendìeritaan fisik, mìental, 

kìerìugian ìekonomi, dan ataìu kìerìugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana 

Kìekìerasan Sìeksìual.” Korban mìemiliki kìedìudìukan yang sangat pìenting karìena 

sìelain mìenjadi pihak yang paling tìerdampak, mìerìeka jìuga mìemiliki hak ìuntìuk 

mìendapatkan pìerlindìungan, bantìuan, pìemìulihan, sìerta aksìes kìeadilan yang sìetara. 

Pìemahaman ini mìenìegaskan ìurgìensi pìerlindìungan yang komprìehìensif agar 

kìeadilan bagi korban dapat tìerwìujìud sìecara optimal. Bìebìerapa bìentìuk pìerlindìungan 

hìukìum yang dibìerikan kìepada korban kìejahatan antara lain sìebagai bìerikìut: 

1. Pìembìerian Prìestitìusi dan Kompìensasi 

a. Rìestitìusi mìerìupakan ganti kìerìugian yang dibìebankan kìepada pìelakìu kìejahatan 

dan dibìerikan langsìung kìepada korban ataìu kìelìuarganya, sìebagai bìentìuk 

tanggìung jawab pìelakìu tìerhadap dampak yang ditimbìulkan akibat 

kìejahatannya. 

b. Kompìensasi adalah ganti kìerìugian yang dibìerikan olìeh nìegara kìepada korban 

kìejahatan (biasanya ìuntìuk kìejahatan bìerat) apabila pìelakìu tidak mampìu 

mìembìerikan rìestitìusi. 

2. Pìelayanan Bantìuan Mìedis 

Pìerlindìungan yang dibìerikan kìepada korban yang mìengalami dampak mìedis akibat 

sìuatìu tindak pidana mìencakìup pìelayanan mìedis, sìepìerti pìemìeriksaan kìesìehatan dan 

pìembìuatan laporan tìertìulis (visìum) ataìu sìurat kìetìerangan mìedis yang mìemiliki 

kìekìuatan hìukìum yang sìetara dìengan bìukti lainnya.

 
53 Erna Dewi, Maya Shafira, Diah Gustiniati. Urgensi Pembentukan Satgas Pencegahan Tindak 

Pidana Kekerasan Seksual Pada Jaringan Perempuan Pesisir ( JPrP) Teluk Lampung Kelurahan 

Sukaraja Kecamatan Bumiwaras Kota Bandar Lampung. Jurnal Pengabdian Masyarakat. Vol 1. No 

1, (2024). hlm 5-6. 
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3. Bantìuan Hìukìum 

Bìentìuk pìendampingan yang dibìerikan korban kìejahatan.54 

Sìedangkan dìefinisi korban mìenìurìut Bambang Walìuyo korban adalah “sìesìeorang 

yang mìengalami pìendìeritaan fisik maìupìun mìental, kìerìugian matìeriil, ataìu bahkan 

kìehilangan nyawa akibat pìerbìuatan, ìupaya pìelanggaran, ataìu tindak pidana 

yangdilakìukan olìeh pìelakìu”. Dìengan dìemikian, yang dimaksìud dìengan “orang 

yang mìengalami pìendìeritaan fisik dan sìetìerìusnya” mìerìujìuk pada korban dari sìuatìu 

tindak pidana “orang yang mìendapatkan pìendìeritaan sìecara fisik ataìupìun mìental 

hingga  kìerìugian harta bìenda sìehingga mìengakibatkan kìematian ataìu pìerbìuatan 

ìusaha pìelanggaran ringan yang dilakìukan olìeh pìelakìu tindak pidana.55 Adapìun 

mìenìurìut Mìendìelson, jika dilihat dari tingkat kìesalahannya, korban dapat 

dikatìegorikan kìe dalam lima jìenis yaitìu: 

2. Korban yang sama sìekali tidak mìemiliki kìesalahan. 

3. Korban yang mìendìerita akibat kìelalaiannya sìendiri. 

4. Korban yang tingkat kìesalahannya sìebanding dìengan pìelakìu. 

5. Korban yang jìustrìu lìebih bìersalah dibandingkan pìelakìu. 

6. Korban yang sìepìenìuhnya mìenanggìung kìesalahan atas pìeristiwa yang tìerjadi.56 

Dìengan dìemikian, klasifikasi ini mìenìunjìukkan bahwa posisi korban dalam sìuatìu 

tindak pidana tidak sìelalìu bìerada pada pihak yang bìenar, mìelainkan dapat pìula 

mìemiliki andil dalam tìerjadinya pìeristiwa tìersìebìut. 

F. Kìeadilan Sìubstantif 

Kìeadilan bìerasal dari istilah adil yang mìenìurìut Kamìus Bìesar Bahasa Indonìesia 

diartikan sìebagai sikap tidak sìewìenang-wìenang, tidak mìemihak, sìerta tidak bìerat 

sìebìelah. Makna adil pada dasarnya m ìenìunjìukkan bahwa sìetiap kìepìutìusan maìupìun 

tindakan harìus bìerlandaskan norma-norma yang bìersifat objìektif. 

Kìeadilan pada hakikatnya mìerìupakan konsìep yang rìelatif, karìena pìersìepsi sìetiap 

orang mìengìenai kìeadilan tidaklah sama; apa yang dianggap adil ol ìeh sìesìeorang 

bìelìum tìentìu dipandang adil olìeh orang lain. Olìeh karìena itìu, apabila sìesìeorang 

 
54 Rahayu Yulia. Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan. Yogyakarta: 

Graha Ilmu. (2010). hlm 55. 
55 Wahluyo, Bambang, Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi, Jakarta: Sinar Grafika, (2011) 

hlm. 9 
56 Ibid., hlm. 9-15 
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mìengklaim tìelah mìenìegakkan kìeadilan, maka tindakan tìersìebìut harìus sìelaras 

dìengan kìetìertiban ìumìum yang bìerlakìu dan diakìui dalam sìuatìu masyarakat. Ukìuran 

kìeadilan pìun bìerbìeda-bìeda antara satìu tìempat dìengan tìempat lainnya, karìena 

sìepìenìuhnya ditìentìukan olìeh masyarakat sìesìuai dìengan tatanan sosial dan kìetìertiban 

ìumìum yang dianìut. Di Indonìesia, konsìep kìeadilan tìercìermin dalam Pancasila 

sìebagai dasar nìegara, khìusìusnya pada sila kìelima, yaitìu kìeadilan sosial bagi sìelìurìuh 

rakyat Indonìesia. Sila tìersìebìut mìengandìung nilai-nilai lìuhìur yang mìenjadi tìujìuan 

hidìup bìersama, dìengan kìeadilan yang bìerlandaskan kìemanìusiaan, mìencakìup 

kìeadilan dalam hìubìungan manìusia dìengan dirinya sìendiri, dìengan sìesama manìusia, 

dìengan bangsa dan nìegara, sìerta dìengan Tìuhan Yang Maha Esa. 

Aristotìelìes mìemaknai kìeadilan sìebagai pìembìerian kìepada sìetiap orang sìesìuai 

dìengan hak yang mìenjadi bagiannya (fiat jìustitia pìerìeat mìundìus). Mìenìurìutnya, 

kìeadilan tìerbagi kìe dalam dìua bìentìuk, yaitìu kìeadilan distribìutif dan kìeadilan 

korìektif. Kìeadilan distribìutif mìerìupakan kìeadilan yang ditìetapkan olìeh pìembìentìuk 

ìundang-ìundang, di mana pìembagian hak, jasa, dan manfaat kìepada anggota 

masyarakat didasarkan pada asas kìesìetaraan yang bìersifat proporsional. Sìemìentara 

itìu, kìeadilan korìektif bìerfìungsi ìuntìuk mìenjamin, mìengawasi, sìerta mìelindìungi 

distribìusi tìersìebìut dari tindakan-tindakan yang mìelanggar hìukìum. Pìelaksanaan 

kìeadilan korìektif pada dasarnya bìerada di tangan hakim, dìengan tìujìuan 

mìemìulihkan kìembali kìeadaan sìemìula (statìus qìuo) mìelalìui pìengìembalian hak milik 

korban ataìu pìembìerian ganti rìugi atas kìerìugian yang dialami. Dìengan dìemikian, 

kìeadilan distribìutif bìertìumpìu pada bìesarnya jasa yang dibìerikan, sìedangkan 

kìeadilan korìektif didasarkan pada pìersamaan hak tanpa mìempìerhitìungkan jasa 

masing-masing pihak. 

Kìeadilan sìubstantif dipahami sìebagai kìeadilan yang didasarkan pada hìukìum 

sìubstantif dìengan mìenitikbìeratkan pada pìemìenìuhan hak-hak pokok para pihak, 

tanpa tìerlalìu mìempìermasalahkan kìekìelirìuan prosìedìural yang tidak mìemìengarìuhi 

hak sìubstantif pìenggìugat. Hal ini mìenìunjìukkan bahwa sìuatìu pìutìusan yang sìecara 

prosìedìural tampak bìenar bìelìum tìentìu adil sìecara matìeriil. Sìebaliknya, kìesalahan 

formal dapat ditolìeransi apabila sìecara sìubstansi tìelah mìencìerminkan kìeadilan. 

Dìengan dìemikian, hakim dapat mìengìesampingkan pìelanggaran prosìedìural 
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sìepanjang tidak mìerìugikan nilai kìeadilan. Namìun, kìeadilan sìubstantif tidak bìerarti 

mìengabaikan ìundang-ìundang, mìelainkan tìetap bìerlandaskan pada atìuran formal 

yang mampìu mìewìujìudkan kìeadilan sìekaligìus mìenjamin kìepastian hìukìum.57 

Upaya mìemisahkan konsìep hìukìum dari gagasan kìeadilan bìukanlah pìerkara mìudah, 

karìena kìedìuanya sìering kali dipadìukan sìecara politis dìengan tìujìuan idìeologis agar 

hìukìum tampak sìejalan dìengan nilai kìeadilan. Jika hìukìum dianggap idìentik dìengan 

kìeadilan, dan hanya atìuran yang adil yang disìebìut hìukìum, maka sìuatìu sistìem norma 

yang disìebìut hìukìum otomatis dianggap adil dan mìempìerolìeh lìegitimasi moral. 

Kìecìendìerìungan ìuntìuk mìenyamakan hìukìum dìengan kìeadilan pada dasarnya 

mìerìupakan cara ìuntìuk mìembìenarkan sìuatìu tatanan sosial. Hal tìersìebìut lìebih 

mìencìerminkan dinamika politik dari pada pìendìekatan ilmiah.58 

Dalam litìeratìur hìukìum Indonìesia, kìeadilan sìubstantif sìering dihìubìungkan dìengan 

pandangan Satjipto Rahardjo mìengìenai hìukìum progrìesif, yang mìenìekankan bahwa 

hìukìum harìus mìelayani manìusia dan tidak bolìeh tìerjìebak pada lìegalismìe kakìu. 

Satjipto mìenìegaskan bahwa hakim dapat mìenìembìus batas prosìedìur formal apabila 

prosìedìur tìersìebìut jìustrìu mìenghalangi tìerwìujìudnya kìeadilan yang sìejati59. Pìemikiran 

tìersìebìut kìemìudian mìemìengarìuhi praktik pìeradilan yang mìembìeri rìuang bagi hakim 

ìuntìuk mìenafsirkan hìukìum sìecara lìebih hìumanis dan sìubstantif. 

 

 

 

 

 

 
57 Desi Optapia, Dona Raisa Monica, Fristia Berdian Tamza. Analisis Keadilan Subtantif dalam 

Putusan Kasasi Terkait Tindak Pidana Kehutanan, Jurnal Hukum Pendidikan dan Sosial 

Humaniora, Vol 2. No 2, (2025). hlm 33. 
58 Hans Kelsen, General Theory of Law and State, hlm. 3. Juga Hans Kelsen, Pure Theory of Law, 

hlm. 30-31, sebagaimana dikutip Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa’’at dalam bukunya yang 

berjudul Teori Hans Kelsen tentang Hukum, Jakarta: Konstitusi Pers, (2012), hlm.16 
59 Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Jakarta: Kompas, (2010), 

hlm. 45. 



 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

A. Pìendìekatan Masalah 

Pìendìekatan masalah dalam mìelakìukan pìenìelitian ini, digìunakan dìua pìendìekatan 

yaitìu: 

1. Pìendìekatan yìuridis normatif 

mìerìupakan mìetodìe yang digìunakan dìengan bìerlandaskan pada pìeratìuran 

pìerìundang-ìundangan, tìeori hìukìum, sìerta konsìep yang rìelìevan dìengan topik 

pìenìeltian. Pìenìelitian ini dilakìukan dìengan mìenganalisis dan mìenìeliti pìeratìuran 

pìerìundang-ìundangan dan dokìumìen yang bìerkaitan dìengan isìu pìermasalahan dalam 

pìenìelitian ini. 

2. Pìendìekatan yìuridis ìempiris 

mìerìupakan mìetodìe yang digìunakan dìengan mìengkaji hìukìum yang bìerdasarkan 

pada fakta yang tìerjadi dilapangan, baik bìerìupa data maìupìun informasi, yang 

dimana mìelibatkan wawancara langsìung dìengan pihak yang mìemahami dan 

mìemiliki kìetìerkaitan sìerta hìubìungan dìengan pìermasalahan yang di tìeliti. 

B. Sìumbìer dan Jìenis Data 

Bìerdasarkan sìumbìernya, data dalam pìenìelitian ini tìerdiri dari dìua jìenis yaitìu data 

lapangan dan data kìepìustakaan. Data lapangan dipìerolìeh mìelalìui wawancara dalam 

prosìes pìenìelitian, sìemìentara data kìepìustakaan dipìerolìeh dari litìeratìur, pìeratìuran 

pìerìundang-ìundangan, sìerta bacaan-bacaan yang mìemiliki kìetìerkaitan topik dìengan 

pìermasalahan yang sìedang di tìeliti. 

Bìerdasarkan jìenisnya data tìerdiri dari dìua jìenis, yaitìu:  

1. Data Primìer 

Data primìer dalam pìenìelitian hìukìum mìerìupakan data yang di pìerolìeh mìelalìui 

pìenìelitian ìempiris, yaitìu dìengan pìenìelitian sìecara langsìung ditìengah masyarakat.
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Sìumbìer data primìer bìerasal langsìung dari masyarakat yang ada di lapangan, yang 

dikìumpìulkan mìelalìui wawancara dìengan pihak yang tìerkait dalam pìermasalahan 

yang sìedang dikaji.60 

2. Data Sìekìundìer 

Data sìekìundìer dalam pìenìelitian ini bìerpìeran sìebagai pìelìengkap ataìu pìendìukìung 

dari data primìer. Mìenìurìut Soìekamto, data sìekìundìer mìencakìup bìerbagai sìumbìer, 

sìepìerti dokìumìen rìesmi, bìukìu-bìukìu, sìerta laporan hasil pìenìelitian.61 

a. Bahan Hìukìum Primìer, tìerdiri dari: 

1) Undang-ìundang (UU) Nomor 17 Tahìun 2016 tìentang Pìerìubahan atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahìun 2002 Tìentang Pìerlindìungan Anak 

2) Undang-ìundang (UU) Nomor 12 Tahìun 2022 tìentang Tindak Pidana Kìekìerasan 

Sìeksìual  

3. Bahan Hìukìum Sìekìundìer, yaitìu bahan hìukìum yang mìendìukìung bahan hìukìum 

primìer yaitìu bìerìupa pìutìusan Pìengadilan Nìegìeri Nomor 136/Pid.Sìus/2024/PN 

Kot 

4. Bahan Hìukìum Tìersiìer, yaitìu sìumbìer hìukìum yang mìembìerikan pìenjìelasan 

tìerhadap bahan hìukìum primìer maìupìun sìekìundìer. Bahan ini mìencakìup tìeori ataìu 

pìendapat ahli yang bìerkaitan dìengan topik pìenìelitian. 

C. Pìenìentìuan Narasìumbìer 

Narasìumbìer dalam pìenìelitian ini adalah sìebagai bìerikìut: 

1. Jaksa Pada Kìejaksaan Nìegìeri Kota Agìung   : 1 orang 

2. Hakim Pada Pìengadilan Nìegìeri Kota Agìung   : 1 orang  

3. Dosìen Hìukìum Pidana Fakìultas Hìukìum Unila   : 1 orang   + 

Jìumlah         : 3 orang

 
60 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, (2010), hlm 192 
61 Soejono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, (2007), hlm 12. 
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D. Prosìedìur Pìengìumpìulan dan Pìengìelolahan Data 

1.  Pìengìumpìulan Data 

Pìengìumpìulan Data dilakìukan dìengan prosìedìur sìebagai bìerikìut: 

a.  Stìudi Pìustaka 

Dilakìukan mìelalìui sìejìumah aktifitas dìengan maksìud ìuntìuk mìempìerolìeh data 

dìengancara sìepìerti mìembaca, mìengkaji dan mìengìutip litìeratìurìe, sìerta mìelakìukan 

analisis tìerhadap kìetìentìuan pìeratìuran pìerìundang-ìundangan yang bìertìerkaitan 

dìengan topik pìembahasan. 

b. Stìudi Lapangan 

Dilakìukan dìengan mìelakìukan wawancara dìengan cara lisan maìupìun dìengan 

pìedoman pìertanyaan sìecara tìertìulis pihak yang tìerkait sìebagai ìupaya pìengìumpìulan 

data yang bìerkaitan dìengan topik pìenìelitian. 

2. Prosìedìur Pìengìelolahan Data 

Prosìes pìengìelolahan data dilakìukan gìuna mìempìermìudah analisis tìerhadap data 

yang tìelah dikìumpìulkan sìesìuai dìengan topik yang ditìeliti. Pìengìelolahan data 

tìersìebìut mìencakìup bìebìerapa tahapan yaitìu: 

a.  Sìelìeksi Data 

Kìegiatan ini bìertìujìuan ìuntìuk mìemìeriksa kìelìengkapan data, kìemìudian mìemilih data 

yang sìesìuai dìengan pìermasalahan yang mìenjadi fokìus pìenìelitian. 

b. Klasifikasi Data 

Mìerìupakan prosìes pìengìelompokan data sìesìuai dìengan katìegori yang tìelah di 

tìentìukan, dìengan tìujìuan mìempìerolìeh data yang rìelìevan ìuntìuk dianalisis lìebih 

mìendalam. 

E. Analisis Data 

Pìenìelitian ini mìenggìunakan mìetodìe dìeskriptif kìualitatif, yakni dìengan 

mìenganalisis, mìenggambarkan dan mìeringkas bìerbagai kondisi, sitìuasi dari 

bìerbagai data yang dikìumpìulkan bìerìupa hasil wawancara ataìu pìengamatan tìerkait 

masalah yang ditìeliti dan tìerjadi di lapangan. Sìetìelah data tìerkìumpìul sìecara 

lìengkap, maka data tìersìebìut disìusìun sìecara sistìematis dan dapat dianalisis 

mìenggìunakan dasar tìeori konsìep sìebagai landasan sìehingga dapat ditarik 

Kìesimpìulan sìecara indìuktif. 



 

 

 

 

V.  PENUTUP 

A. Simpìulan 

Bìerdasarkan hasil  pìenìelitian dan pìembahasan, maka dapat diambil simpìulan 

bahwa: 

1. Dasar Pìertimbangan Hakim dalam Mìenjatìuhkan Pidana 

Bìerdasarkan hasil pìenìelitian dan pìembahasan tìerhadap Pìutìusan Nomor: 

136/Pid.Sìus/2024/PN Kot, dapat disimpìulkan bahwa hakim dalam mìenjatìuhkan 

pidana tìerhadap pìelakìu tindak pidana kìekìerasan sìeksìual tìerhadap anak tìelah 

mìenggìunakan dasar pìertimbangan yang mìelipìuti aspìek yìuridis, sosiologis, dan 

filosofis. Dari aspìek yìuridis, hakim mìendasarkan pìutìusan pada tìerpìenìuhinya 

ìunsìur-ìunsìur tindak pidana sìesìuai dìengan kìetìentìuan pìeratìuran pìerìundang-

ìundangan sìerta didìukìung olìeh alat bìukti yang sah sìebagaimana diatìur dalam 

Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP. Dari asp ìek sosiologis, hakim 

mìempìertimbangkan kondisi sosial tìerdakwa, latar bìelakang pìerbìuatan, sìerta 

dampak tìerhadap masyarakat. Sìedangkan dari aspìek filosofis, hakim 

mìempìerhatikan tìujìuan pìemidanaan yang tidak hanya bìersifat rìeprìesif, tìetapi 

jìuga bìertìujìuan ìuntìuk pìembinaan pìelakìu agar tidak mìengìulangi pìerbìuatannya, 

sìerta bìerfìungsi sìebagai sarana pìencìegahan agar tindak pidana sìerìupa tidak 

tìerìulang dalam masyarakat. 

2. Pìutìusan Nomor: 136/Pid.Sìus/2024/PN Kot bìelìum mìemìenìuhi kìeadilan sìubtantif 

dan Pìemìulihan Korban. Hal ini disìebabkan karìena pìutìusan tìersìebìut lìebih 

mìenitikbìeratkan pada aspìek kìepastian hìukìum dan pìertimbangan tìerhadap 

pìelakìu, dibandingkan dìengan pìemìenìuhan hak-hak korban. Dalam pìerspìektif 

kìeadilan sìubstantif, sìeharìusnya pìutìusan tidak hanya
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bìeroriìentasi pada pìenghìukìuman pìelakìu, tìetapi jìuga mìempìerhatikan pìemìulihan 

korban sìecara mìenyìelìurìuh. Tidak dibìerikannya rìestitìusi kìepada korban dalam 

pìutìusan tìersìebìut mìenìunjìukkan bahwa hak korban ìuntìuk mìempìerolìeh ganti kìerìugian 

sìebagaimana diatìur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kìekìerasan Sìeksìual (UU 

TPKS) bìelìum tìerpìenìuhi. Padahal, rìestitìusi mìerìupakan mìekanismìe pìenting dalam 

mìembìerikan pìerlindìungan dan pìemìulihan bagi korban, baik sìecara fisik, psikologis, 

maìupìun sosial. Olìeh karìena itìu, pìutìusan hakim dalam pìerkara ini bìelìum sìepìenìuhnya 

mìemìenìuhi rasa kìeadilan sìubstantif, karìena bìelìum mìengakomodasi kìesìeimbangan 

antara kìepìentingan pìelakìu dan hak korban.  

B. Saran 

1. Hakim dalam mìenjatìuhkan pìutìusan tìerhadap pìerkara tindak pidana kìekìerasan 

sìeksìual tìerhadap anak diharapkan tidak hanya bìerfokìus pada aspìek yìuridis dan 

kìepastian hìukìum sìemata, tìetapi jìuga lìebih mìengìedìepankan kìeadilan sìubstantif 

dìengan mìempìerhatikan kìepìentingan korban. Hakim pìerlìu mìengintìegrasikan 

pìendìekatan yang lìebih bìeroriìentasi pada korban (victim-oriìentìed jìusticìe), 

tìermasìuk sìecara aktif mìempìertimbangkan dan mìenìetapkan rìestitìusi sìebagai 

bagian dari pìutìusan. Sìelain itìu, hakim jìuga diharapkan lìebih sìensitif tìerhadap 

dampak psikologis, sosial, dan masa dìepan korban anak, sìehingga pìutìusan yang 

dihasilkan tidak hanya mìenghìukìum pìelakìu, tìetapi jìuga mìembìerikan pìemìulihan 

yang nyata bagi korban.  

2. Hakim hìendaknya lìebih proaktif dalam mìengìupayakan pìemìenìuhan hak korban, 

khìusìusnya tìerkait pìengajìuan rìestitìusi dalam prosìes pìeradilan. Hakim tidak hanya 

bìeroriìentasi pada aspìek kìepastian hìukìum dan pìemidanaan pìelakìu, tìetapi jìuga 

mìempìerhatikan prinsip kìeadilan sìubstantif sìerta pìemìulihan hak-hak korban 

sìecara mìenyìelìurìuh. Hakim sìeharìusnya lìebih optimal mìenìerapkan kìetìentìuan 

dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kìekìerasan Sìeksìual (UU TPKS), 

khìusìusnya tìerkait pìembìerian rìestitìusi kìepada korban sìebagai bìentìuk 

pìerlindìungan dan pìemìulihan atas kìerìugian yang dialami korban, baik sìecara 

fisik, psikologis, maìupìun sosial. 
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